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RINGKASAN

Pembagunan di bidang hukum bertujuan agar masyarakat mendapat
kepastian dan ketertiban hukum ya;xg berintikan keadilan dan kebenaran agar
kepentingan masvarakat dapat dilindungi. Pegadaian merupakan publik service
atau pelayanan umum vang memiliki fungsi fasilitas kredit, dalam memberikan
kredit Pegadaian mengeluarkan SBK{Surat Bukti Kredit) yang mana surat tersebut
dibuat oleh salah satu pihak, hal ini dapat dimungkinkan adanya penyalahgunaan
keadaan oleh karena itu penulis mengambil judul Pelaksanaan Perjanjian Kredit
Yang dilakukan Oleh Perum Pegadaian dengan nasabah di kota Yogyakarta.

Hukum perjanjian diatur dalam buku ke III KUHPerdata menganut sistem
terbuka artinya memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengadakan
perjanjlan berupa isi apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan (Pasal
1337 KUHPerdata) adapun syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata, yaitu adannya syarat subyektif dan obyektif. Dalam peranjian
diperlukan dua kehendak dengan kata sepakat apabila tidak dipenuhinya maka
dapat dimintakan pembatalan hukum pada hakim, Perum Pegadaian pertama kali
didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda mempunyai tugas membina
pereckonomian rakyat kecil dan menyalurkan kredit dan memberikan usaha-usha
lain yang bermanfata tertentu bagi pemerintah dan masyarakat,

Metodelogi penuli;an ini menggunkan metode pendekatan yuridis empiris
bersifat deskriptif dengan menggunkan data primer dan seckunder déngan

mengambil fokasi Peum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta dengan mengambil




populasi secara acak, teknik pengumpulan data dengan menggunkan data primer
dan sekunder.

Gamabaran secara umum Perum Pegadaian Yogyakarta penulis
menggambarkan empat macam kelompok. Dari segi pendidikan yang rata-rata SD
60%, SLTP dan SLTA, 30% dan lain-lain 10%. Umur antara 21- 40 tahun 60%,
41 — 55 tahund 30%, umur 56 — 63 tahun 1%. Profesi buruh tani 30%, pedagang
kecil 10%, industri kecil 40%, dan karyawan/ sipil 10%, lain-fain 10%. Nilai
nominal Rp. 10.000 — Rp. 40.000 banyak dipergunakan oleh nasabah berprofes
sebagai buruh tani/ petani sebanyak 10%, Rp. 40.500 — Rp. 150.00, berjumlah
10%. Rp 151.000 — Rp 500.000 dipergunakan oich karyawan sebanyak 1%. Rp
510.000 — keatas digunakan oleh industr1 kecil.

Pelaksanaan pernjanjian kredit ditentukan cleh salah satu pihak namun
praktek dan penggunaannya dapat memberatkan para nasabah karena perjanjian
tersebut dibuat oleh salah satu pihak saja. Oleh Perum Pegadaian itu sendiri
penandataﬁégan perjanjian dianggap sebagai ukuran yang mutiak karena sesual
dengan keinginan nasabah. Secara formal telah terjadi kata sepakat, dan hal 1
telah rﬁemberatkan atau tidak, perlindungan hukum disini dapat dikelompokan
menjadi dua, perlindungan hukum yang bersifat prefentif dan perlin(.iungan yang

bersifat represif.




ABSTRAK

Perum pegadaian merupakan lembaga yang bersifat publik service secara
umum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyalurkan kredit. Dalam
penyaluran kredit tersebut Pegadaia membuat surat bukti kredit yang dibuat secara
sepihak, hal ini bisa dikatakan pihak Perum Pegadaian menggunakan perjanjian
standar yang mana nasabah hanya dimintakan pernyataan kehendaknya tanpa
dimintai dalam pembuatan isi perjanjian.

Dengan ketentuan tersebut telah melanggar Pasal 1320 KUHFerdata,
ketentuan Pasal ini dapat dikelompokan menjadi dua bagtan yaitu syarat subyektif
meliputi adannya kata sepakat dan kecakapan para pihak jika tidak terpenuhinya
syarat tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan sedangkan
syarat subyektif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal dan apabila
dilanggar mengakibatkan batal demi hukum. Penelitian ini penulis menggunakan
metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengamati pelaksanaan
perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perum Pegadaian dengan nasabah maka
yang diteliti kaidah hukum terdapat dalam peraturan Perundang-undangan yang
ada hubungannya dengan utang-piutang dalam prakteknya ditinjau dari segi
yuridis.

Pelaksanaan perjanjian kredit berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian
tersebut oleh nasabah, meskipun telah terjadi kesepakatan maka kesepakatan
tersebut terdapat cacat kehendak karena keunggulan ckonomis dan psikologis,
dengan perjanjian yang dibuat secara sepihak dikhawatirkan telah terjadi
penyalahgunaan keadaan untuk menghindari hal tersebut diupayakan
perlindungan hukum preventif, yaitu mencegah jangan sampai terjadi sengketa
antara Perum Pegadaian dengan nasabah di Pengadilan. Sedangkan perlindungan
hukum represif vyaitu perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dalam
Pengadilan




ABSTRACT

Pawnshop Service is a Public Service Institute that generally has task and
function in distributing credit. In distributing the credit the Pawnshop unilaterally
issues a Credit Evidence Letter (SBF). That can be stated by the Pawnshop Service
using the standard agreement in which the customers are only asked to make their
statement of intention without making it in the content of agreement.

Those terms above violate article 1320 the Civil Code in which this article
term can be classified into two parts, namely subjective condition and the talent of
parties. The subjective condition covers the agreed statement while the talent of
parties will bring about the cancellation of agreement unless the terms do not
conform. The subjective terms cover the particular things and permitted reason that
will canse the legal cancellation. In this research the writer uses the empirical juridical

approach by observing the implementation of credit agreement between the Pawnshop

Service and the customers. Therefore, the observed legal norms are available in the
rules and regulations having relation to the liability and receivable, in which its
implementation is reviewed juridically

The implementation of credit agreement is effective since the agreement is
signed by the customers. Although there has been an agreement, it implies the mal-
mtention due to the economic and psychological superiority. As the agreement is
unilaterally agreed, there will possibly be any violations in making use the conditions.
To avoid such a condition it is necessary to strive the protection of preventive and
repressive law, namely preventing the dispute between the Pawnshop Service and the
customers 1n the Court. Whereas, the protection of repressive law is the law protection
if there is any disputes in Justice Court.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia bidang hukum yang
meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya, di antaranya 1alah
lembaga jaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan
diikuti oleh peri(embangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas ini

kemudian jaminan perlindungan pemberian kredit.

Pembinaan di bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi
logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum
mengimbangl lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan,
perindustrian, perseroan, pengzngkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek
pembangunan.’

Indonesia sebagai negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk
mengejar ketinggalannya, khususnya pembangunan yang dititikberatkan pada

bidang ekonomi dan menerapkan berbagai kemudahan dan penyederhanaan

baik pengaturan maupun pelaksanaannya guna mencapal masyarakat adil dan

makmur. Namun pembangunan di bidang hukum tidak kalah pentingnya agar

! Diojo Muladi, SH., Pengarth Penanaman Modal Asing atas Perkembangan Hukum Persekutuan
Perseroan Dagang {Venncotschapsrech) Dewasa ini, Majelis Hukum dan Keadilan No. 5/6
tahun 1972
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|
|
‘ .

hasil dari pembangunan itu benar-benar dapat mencapai tujuan yang dicita-
|

citakan. ;
|
|

|
‘ Pembangunan di bidang hUkUI‘[jl bertujuan agar masyarakat
i \
mendapatkan kepastian hukum, ketertiban hukunh, dan perlindungan hukum, yang
|

berintikan keadilan dan kebenaran dengan makzj;ud agar kepentingan masyarakat
|
dapat terlindungi karena tidak jarang manusia dalam pergaulan hidupnya

mengalami benturan-benturan yang menyebab}can manusia yang satu merasa
. . ‘ - . -
terganggu kepentingannya atas yang lain. Gangguan kepentingan haruslah diatast
|
|
karena akan mengganggu keseimbangan tatanar? masyarakat, dan atas gangguan

tatanan masyarakat harusiah dipulihkan keadaan isemula.2
!
Pelayanan umum (public service) lkhususnya yang berguna dalam
\
bidang penyaluran (pembernian kredit uané) sudah -terbiasa menvediakan

berbagai model surat perjanjian meminjam uang yang berisi ketentuan-
\
ketentuan atau syarat-syarat vmum agar dengan cara itu setiap otang dapat

\
dengan mudzah dan cepat menyelesaikan perupdingan meminjam uang.

Berpijak dari adanya utang ptutang gitu maka timbul adanya lembaga
~ keuangan yang didirikan baik oleh pemerintah maupun sawasta dalam bentuk

.
bank atau non Bank. Lembaga keuangan s»}ebagai kreditur yang setiap saat

1
memberikan pinjaman kepada debitur dengan jaminan hak kebendaan kepada

kriditor.
|

Pegadaian menggunakan perjanjiaﬁ pinjam uang yang dituangkan

\

dalam bentuk Surat Bukti Kredit (SBK), dan dibuat secara sepihak oleh Perum
\

\

Pegadaian. Model surat perjanjian pinjam upang termasuk dalam perjanjian

|
|
\
|
? Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Libeny, Yogy‘fakarta, 1991, him. 6
|
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standard, sebab dicetak dalam bentuk formulir, yang telah disediakan terlebih
dahulu oleh Perum Pegadaian. Hal ini berhubungan dengan asas kebebasan
berkontrak yang diberikan oleh Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, namun pada
asas ini bukaniah hak tidak terbatas perjanjian harus didasarkan pada asas
keadilan yang terkandung di dalam Pasal 1338 (3). Oleh karena berasas
kebebasan berkontrak maka pihak-pihak dalam perjanjian dapat menetapkan
aturan sendin, sehingga dalam perjanjian gadai digunakan perjanjian standar
atau pihak kreditur memberikan beban kewajiban yang lebih berat kepada
debitur dalam usaha membatasi dan cenderung mengalihkan tanggung jawab
pada pihak lain.

Tugas dan peran Perum Pegadaian menurut Pasal 7 ayat (1) SK
Menkeu No. Kep.39/MK/6/1/1971 adalah untuk pemberian kredit kepada
rakyat kecil dan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai, dalem
kenvataannya per:yaluran kredit dibuat secara sepihak oleh Perum Pegadaian
mengandung beberapa klausul yang memberatkan nasabah berupa bunga kredit
1,5% per lima belas hari untuk golongan A dan 2% per lima belas han untuk
golongan B, C, dan D.

Untuk mendapatkan kredit secara tepat masyarakat lebih cenderung
memilih Perum Pegadaian. Pada Perum Pegadaian dalam pelaksanaannya
kurang memperhatikan persyaratan-persyaratan dalam memperoleh kredit,
sehingga dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan
keadaan, akibatnya Perum Pegadaian dapat berpeluang untuk melakukan
tindakan vang merugikan pihak lain atau nasabah. Oleh karena 1tu perlu

diadakan penelitian terhadap aspek-aspek perjanjian pemberian kredit untuk




mengetahul  apakah penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip-prinsip
perjanjian. Dengan melihat ketentuan di atas maka penulis dapat mengambil

permasalahan sebagat benkut:

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perum
Pegadaian dengan nasabah di Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam penyaluran kredit antara Perum

Pegadaian dengan nasabah ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Ferum
Pegadaian dan masyarakat Jawa Tengah dan DIY.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam penyaluran kredit antara

Perum Pegadaian dengan nasabah.

D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat menambah
khasanah pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya mengenai
perjanjian kredit dan juga dalam referensi tambahan mata kuliah Hukum

Keperdataan pada Magister Kenotanatan Universitas Deponegoro Semarang,




BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian

Hukum perjanjian vang diatur dalam buku ke [JI KUHPerdata menganut
sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berupa dan berisi apa saja
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan
kesusilaan. Dengan dianutnya sistem terbuka, hukum perjanjian berkembang
dengan pesat tidak hanya bentuk dan model perjanjian yaﬁg berkembang,
tetapt juga pengertian perjanjian itu sendiri juga ikut berkembang.

Perkembangan pengertian perjanjian pertama kali dapat dilihat dari
definisi yang diberikan oleh Pasal 1313 KUHPerdata yang menurut teori
sekarang ini sudah tidak dapat memberikan kejelasan karena tidak lengkap
dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya
mengenai perjanjian sepihak saja, terlalu lvas karena dapat mencakup hal-
hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum
keluarga vang menimbulkan perjanjian juga mencakup perbuatan melawan
hukum, walaupun perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan
di dalamnya. Definisi tersebut sebagai berikut: Pasal 1313 KUHPerdata

berbunyi:
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hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat
hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.'’

Teon baru melihat perjanjian sebagai dua peraturan hukum yang
masing-masing bersisi satu antara mereka yang mengikatkan diri, pihak
vang satu menawarkan dan pihak lain menerima tawaran, sehingga disebut
hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbuikan akibat
hukum yang sengaja dikehendaki. Sebagai hubungan hukum berdasarkan
kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki,
sebagal hubungan hukum maka peranjian adalah terdini dari perbuatan
hukum yang bersisi satu (rwee eenzijdig rechis handelingen).

Dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, maka
dewasa int sebagai teori baru, perjanjian didefinisikan sebagai berikl;t:

“Perjanjian adalah: hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”!!

Menurut Wirjono Prodjodikoro'® menyatakan bahwa perjanjian
adalah suatu hubungan hukum mengenai harga benda antara duva pihak,
dalam mana satu pihak beranj atau dianggap berjanji untuk melakukan
suatu hal atau untuk tidak melakukan satu riil, sedang pihak lain berhak
menuntut pelaksanaan perjanjian.

Dari pengertian-pengertian perjanjian di atas, menurut hemat

penulis, pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo dan Wirjono

19 7bid, him. 97

! van Apeldoom L.J., op.cif, him. 227
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Prodjodikoro yang lebih sesuai dengan kebutuhan pokok hukum dan mampu
menyelesaikan dan menutup masalah kurang luas dari lingkupnya,
Pengertian perjanjian yang diberikan oleh undang-undang, (1) Pengertian
perjanjian di sini sudah menunjukkan tidak hanya sebagal perjanjian septhak
saja, tetapi juga termasuk perjamjian timbal balik; (2) Perbuatan yang
menyebabkan terjadinya perjanjian hanya khusus perbuatan hukum saja; (3)
Dengan mencantumkan kata sepakat, maka bentuk penkatan yang
bersumber dari perjanjian dapat dibedakan dengan bentuk perikatan yang

disebabkan karena terjadinya perbuatan melawan hukum; (4) Perjanjian

merupakan suatu hubungan hukum, hubungan hukum im terdirl dari-

perbuatan hukum penawaran satu sisi, dan perbuatan hukum penerimaan sisi
lain, yang masing-masing meiupakan perbuatan hukum tersendiri. Secara
teoritis, ini merupakan hal yang penting karena berenaan dengan akibat
hukum dari masing-masing perbuatan hukum tersebut.
. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum
yang mengikat para pihak, apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan
agar tidak terjadi kesewenangan, penyalahgunaan keadaan dan
ketidai(tentuan.

Untuk sahnya suatu perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata ada 4

syarat, yaitu:

2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetjuan Tertentu, Sumur Batu,




(1) Sepakat mereka mengikatkan dinnya
(2) Kecakapan untuk membuat perjanjian
(3) Suatu hal tertentu

(4} Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian itu dapat

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:
(1) Syarat subyektif
Syarat tersebut meliputi kata sepakat dan kecakapan para pihak
yang mengikatkan din. Disebut demikiar; karena syarat ini menyangkut
orang-orangnya atau subyek penanjian. Jika tidak terpenuhi syarat
subyektif, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan.
(2) Syarat obyekuf
Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.
Disebut demikian karena mengenai obyek dari perbu'atan hukum yang
dilakukan 1tu. Apabila tidak terpenuhinya syarat obyekuf,
mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.
Kedua syarat yang pertama disebut syarat subyektif, karena
mengenai subyek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat
obyektif, karena mengenai obyek dari perjanjian dengan tidak dipenuhinya

syarat subyektif perjanjian tetap sah tetapi dapat dibatalkan, akan tetapi

1981, him. ¢
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dalam hal tidak dipenuhinya syarat obyektif diancam dengan kebatalan
perjanjian. 3
Pembatalan perjanjian ada dua macam alasan, yaitu pembatalan
dikarenakan wanprestasi dan pembatalan karena tidak dipenuhinya syarat
subyektif. Dalam hal pembatalan karena tidak dipenuhinya syarat subyektit,
terutama menyangkut caat kehendak ia tidak terjadi dengan sendirinya,
melainkan harus meminta bantuan hakim dengan mengajukan gugatan
pengadiian.j4 Gugatan pembatalan ini dimaksudkan sebagai tuntutan hak
seseorang yang diharapkan guna mendapatkan perlindungan hukum yang
diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting karena ia
mempunyai kepentingan. 13
Unsur-unsur perjanjian, antara lain: 16
a. Unsur essensialia, adalah unsur przjanjian yang selalu harus ada di dalam
suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut
perjanjian tidak mungkin ada.
Sebagai contoh:
Sebab yang halal merupakan essensialic untuk adanya perjanjian. Pada
perjanjian yang tiil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan
essensialia, sama seperti bentuk tertentu, merupakan essensialia dar

perjanjian formal.

¥ Sudikno Mertokusumo, op.cif, hlm. 97

" R Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Bandung, 1978, him. 17 - 20

** Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 130
¥}, Satrio. Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, him. 97 - 98
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b. Naturalia, adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi
yang oleh para pihak dapat disingkirkanataudiganti. Di sini unsur
tersebut oleh udang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau
menambah.

¢. Accidentalia, adaiah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak,
undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Adanya bunga menurut undang-undang ada yang ditetapkan dalam
perjaujian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-
undang. Bunga vyang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut
undang-undang. Dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.
Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara
tertulis (Pasal 1767 KUHPerdata). Sampal berapa besarnya bunga yang
dipinjamkan tidak disebutkan hanva asal tidak dilarang oleh undang-
undang.l7

Suatu peijanjian adalah demi hukum batal, maka hal ini berarti
bahwa perikatan-perikatan yang membentuk perjanjian itu sebagai
keseluruhan adalah sejak semula batal, karena sebenarnya perjanjian itu
tidak pernah melahirkan perikatan. Namun dalam peristiwa seperti itupuh
kita masih harus membedakan éntara kebatalan yang absolut dan kebatalan
yang relative. Pada kebatalan absolut, perjanjian itu sama sekali tidak
melahirkan perikatan, sementara pada kebatalan vang relatif, maka

perjanjian itu hanya batal terhadap orang-orang tertentu saja. 18

" R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, him. 129 - 130,

' 1. Satrio, Hukum Perikatan temtang Hapusnya Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1996, hlm. 3
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3. Kata Sepakat

Untuk adanya perjanjian diperlukan adanya dua kehendak yang
mencapai kata sepakat (konsensus). Dengan kata sepakat atau konsensus
dimaksudkan bahwa di antara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu
persesuaian kehendak. Artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah
pula dikehendaki oleh yang lain atau bahwa kehendak mereka adalah sama.
Kehendak di simi adalah kehendak yang dinyatakan. Artinya menyatakan
kehendak yang disetujui (overenskomtemende wils verklaring) antara pihak-
pihak. Pemnyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte) dan
pengertian pihak yang menecrima tawaran akseptasi. Patton menyebut,
kehendak yang senyatanya dan bukan kehendak yang dipertanyakan 1a
mengemukaran. 19

Jadi kehendak tersebut harus diberitahukan kepada pihak lainnya.”
Tidak menjadi soal apakah kedua kehendak itu disampaikan secara lisan
atau tulis dan bukan dari bahasa isyara atau dengan cara membisu sekalipun
antara perjanjian asal dengan hak sepakat >’

Sepakat mercka yang mengikatkan diri adalah merupakan unsur
esensial dari hukum perjanjian. Unsur in1 merupakan sifat yang harus ada
dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan pegamian itu

terjadi  (constructive oordeel). Sifat tersebut juga dinamakan sifat

¥ Mariam Darus Badrl Zaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan,
Alumni, Bandung, 1993, him. 98

* George W. Paton, op.cit, hlm. 36

1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1991, him. 98
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konsensual, asasnya adalah konsualisme, yaitu asas yvang mengandung arti
kemauan para pithak untuk saling mengikatkan diri. Keadaan ini
menimbulkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan
ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Menurut Eggens,
“manusia terhormat akan memelihara jamjinya”. Menurut Grotius,
mengemukakan janji itu mengikat (pacta sunt servanda). “Kita harus
memenuhi janji kita (pronissorum impledorum).””

Sehubungan dengan pernyataan tidak selalu sesuai dengan
kehendak, maka untuk menentukan telah tegadinya kata sepakat ada
berbagai teori sebagai berlikut:::‘

(1) Teori Kehendak
Teorn int adalah yang tertua dan menekankan kepada faktor kehendak.
Menurut teori ini jika kita mengemukakan suatu pernyataan yang
berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka kita tidak terikat kepada
pernyataan tersebut.

(2} Teori Pernyataan (verklaring stheorie)
Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita
dapat berpegang pada apa yang dinyatakan.

(3} Teori Kepercayaan (vefrow wens theorie)
Teori yang sekarang dianut, juga oleh jurisprudensi adalah teori
kepercayaan, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada

pernyataan yang secara obyektif dapat dipercaya.

%2 Mariam Darus Badrul Zaman, op.cit, him 108.
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Pada dewasa ini sehubungan dengan kemajuan komunikasi, maka
seringkali terjadi transaksi-transaksi tanpa hadirnya para pihak, misalnya
melalui korespondensi. Timbul persoalan bagaimanakah saat dan tempat
terjadinya persetujuan. Untuk pemecahannya, timbuillah berbagai t;aori,
vaitu:

(1) Teori Ucapan (vitings theorie)
Menurut teorl ini bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang
menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa orang
menyetujul penawaran tersebut.
Kelemahan teori ini adalah bahwa sulit untuk menentukan saat
terjadinya persetujuan dan selain itu jawabannya setiap saat masih dapat
berubah.

(2) Teon Pengiriman (verzending theories)
Menurut beberapa sarjana, terjadinya persetujuan adzlah pada
dikirimkannya surat jawaban, diterangkan lebih lanjut bahwa dengan
dikirimkannya surat tersebut si pengirim kehilangan kekuasaan atas
surat tersebut dan lagi pula saat pengiriman dapat ditentukan secara
tépat.

(3) Teor Pengetahuan (vernemings theories)
Teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang

menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui. Sehubungan

3 Setiawan, gp.cit, hlm. 57 - 59.
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denganini timbul pertanyaan, apakah persetujuan tidak akan terjadi jika

sekiranya surat tersebut tidak dibuka atau jika surat tersebut hilang.

Selain 1tu sulit untuk menentukan saat diketahuinya isi surat tersebut.
(4) Teort Penerimaan (ontvangst theories)

Menurut teort ini, bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat

jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

Jadi kata sepakat tidak hanya kesesuaian kehendak antara mereka
yang berjanji saja, tetapi juga mencakup kehendak dan pernyataan kehendak
itu harus sesuai, sehingga tidak timbul cacat kehendak. Apabila terjadi cacat
kehendak maka bukan perjanjiannya yang cacat melainkan kehendak itu
sendiri yang cacat dalam arti syarat terjadinya, sehingga perjanjian yang
diadakan tetap terjadi tetzpi dapat dimintakan pembatalan. Hal ini1 dapat
dimengerti bahwa Pasal 1320 KUIPerdata tidak hanya memuat syarat-

syarat petjanjian saja, tetapi sekaligus juga syarat terjadinya perjanjian.

. Penyalahgunaan Keadaan

Di muka telah dikemukakan bahwa perjanjian adalah sah apabila
telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Dalam hal tidak

dipenuhinya syarat obyektif, perjanjiannya batal demi hukum.

Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan 3 alasan untuk kebatalan

perjanjian, yaitu:
(1) Kekhilafan (dwaling)
(2) Paksaan (dwang)

(3) Penipuan (bedrog)
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Dengan munculnya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan
(misbruk van omstandi gheden) sebagai salah satu faktor yang menyebabkan
timbulnya cacat kehendak yang diindonesiakan belum mendapatkan
pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan,namun telah diterima
oleh jm’isprudensi.24 Maka asas keadilan vang terkandung dalam Pasal 1338
ayat (3) KUHPerdata dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menetapkan
ajaram.25

Penyalahgunaan keadaan menurut van Dunne menyangkut
keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak. Menikmati
keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi
tidak diboleh, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjad:
tidak bebas.™

Menurt van Dunne, ada dua sy-farat untuk  terjadinya
penyalahgunaan keadaan, yaitu:*’
1} Karena keunggulan ekonomis, meliputi:
a. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang

lain.

 John Z. Loudoe, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Faktur, PT. Bina Aksara, Jakarta 1985,
hlm. 133

** Ienry P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Emstendigheden)
* Yan Dunne .M. dan Gr. Van den Burght, Pemvalahgunaan Keadaan: Dikiar Khusus Hukum
Perikatan, Bagian 11i, UGM Yogyakarta, 1987, him. 10

7 Ibid Wm. 15 - 21
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b. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
2) Karena keunggulan kejiwaan, meliputi:

a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti
hubungan kepercayaan istimewa antara suami—istri, anak-orang tua,
dokter—pasien, pendeta—jemaah.

b. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa istimewa dari pihak
lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabaﬁ,
kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak sehat dan lain
sebagainya.

Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika teradi penyalahgunaan
keadaan. Untuk berhasilnya suatu gugatan atas dasar penyalahgunaan
keadaan, <ecara tzoritis harus dipenuhi 4 syarat, yaitu:23

(1) Keadaz.a-keadaan istimewa (bijzandere amstandigheder).

(2} Suatu hal yang nyata (kenboacklied)

(3) Penyalahgunaan (inisbruvik)

(4) Hubungan kausal (causal verboard)

Ad. 1 Keadaan-keadaan istimewa, dimaksudkan keadaan-keadaan seperti

keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh jiwa yang kurang waras

dan tidak berpengalaman.

* Henry P. Panggabean, op.cit, him. 40




22

Ad. 2 Suatu hal yang nyata, disyaratkan bahwa salah satu pihak
mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena
keadaan istimewa tergerak hatinya untuk menutup perjanjian.

Ad. 3 Penyalahgunaan, dimaksudkan salah satu pihak telah menyelesaikan
perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau harus bisa mengetahui
bahwa dia seharusnya untuk melakukannya.

Ad. 4 Penanjian kausal, ini adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan
keadaan itu perjanjian tidak akan ditutup.

Dalam hal hubungan kausal (sebab-akibat) dapat diterapkan suatu
teori tentang ajaran hukum murni dari Hans Kesden, yang dikenal dengan
“teori impurasi”, sebagaimana yang disadur oleh Soerjono Sukantc dalam
bukunya Teori Yang Murni Tentang Hukum, menyatakan bahwa arti khusus
perbuatan dengan masa hubungan antara kondisi dengan konsekuensi dalam
hukum yang dibedakan dengan suatu hubungan kausal. /mpurasi berarti
suatu hubungan normatif, yang diekspresikan dengan kata “harus” apabila
dipergunakan dalam hukum atau moral.”’

Untuk lebih jeiésnya, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa
dalam hukum vyang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang

seharusnya terjadi®® Sehingga dengan mudah dapat dikatakan bahwa

¥ Soerjono Soekamto, Teori yang Murni tentang Hukarm, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1985,
him. 124
30 gy dikno Mertokusumo, ap.cit, him. 1




scorang dihukum bukan karena ia melakukan, karena adanya ketentuan
bahwa orang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dihukum.
Selanjutnya Nievwenhuis menyarankan, gugatan atas dasar
penyalahgunaan keadaan ini penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian
itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia

kehendaki dalam bentuknya yang demikian.*!

B. Pegadaian
1. Pengertian Pegadaian

Perum Pegadaian, sebagai sebuah lembaga dalam sejarah Indonesia
berasal dan Bank Vanlening, vang berarti pegadaian atau rumah gadai.
faman VOC (Vereenigde Qobstindische Compagnie) Bank Vanlening
diartikan dalam bentuk kerjasama dengan swasta untuk memberikan
pinjaman uang kepada masyarakat dan jaminan gadai. Kerjasama terus
berjalan, hingga kekuasaan VOC dialihkan kepada pemerintah Hindia
Belanda.*

Pada jaman Raffles, Bank Vanlening ini dihapus dan hak untuk
memberikan pinjaman uang dari jaminan gadai diserahkan pada pihak
swasta, asal mendapatkan 3jin untuk itu. Dalam kenyataannya, pegadaian
swasta 1ni sangat menekan masyarakat, sehingga timbul hukum agar

lembaga pegadaian berada di tangan pemerintah saja. Maka dibuatlah

3: Henry P. Panggabean, op.cif, hlm, 43
* Vollmar H.F.A., Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid 1 dan 11, Terjemahan [, S. Adiwimarta,
Rajawali Press, Jakarta, 1984, him. 146




24

peraturan pegadaian yang mengatur tentang struktur organisasi dan bunga
kredit dengan jaminan gadai, yaitu dengan Staarblat 1901 No. 31
Kemudian secara berturui-turut diadakan perubahan dengan Staatbiar 1905
No. 490 (Reglement voor den Pandhuisdienst), Staatblat 1928 No. 24
(Wijzigin van vaar Schrifien Betreffende de Pandhuisdienst), dan Staatblat
1928 No. 81 (Panduist Regliment). Ketentuan ini secara materiil sebagat
aturan dasar masih tetap dipergunakan

Secara formal struktur organisasi pegadaian mengalami beberapa
perubahan bentuk, yaitu dengan S.1970 No. 226 berbentuk Perusahaan
Jawatan (Perjan), kemudian dengan PP No. 178 tahun 1961 diubah menjadi
Perusahaan Negara (PN), dengan PP No. 10 tahun 1990 menjadi
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Kepala Pegadean).

Perubahan bentuk organisasi pegadaian tersebut menurut UU No. 9
tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milix Negara (BUMN)
membawa konsekuensi bahwa tujuan Perusahaan Umum disamping
melayani kemanfaatan umum (public service), juga mencari keuntungan,
karena badan usaha ini secara yuridis mempunyai kekayaan tersendir,
schingga sering juga disebut sebagai “public cooperation”. Namun
demikian, haknya Perum Pegadaian menurut Pasal 35 K Menkeu
Kep/38/mk/IV/I/1972 tahgga] 18 Januart 1972 tetap sebagair “Lembaga

Perkreditan” dan bukan sebagai “Lembaga Keuangan”, karena hanya

¥ Mariam Darus Badrul Zaman, Bab-Bab tentang Kreditverband, Gaddai, dan Fiducia, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1991, him. 71




menyalurkan dana kepada masyarakat dan bukan menarik dana dan
masyarakat.

Adapun mengenar suku bunga, KUHPerdata menganut berbagai
jenis bunga, yakni bunga vang diperjanjikan (Pasal 1765 KUHPerdata).
Bunga tersebut boleh melampaui bunga menurut undang-undang (6% per
tahun S.1848 No. 22) dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-
undang dan ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 ayat (2) dan (3)
KUHPerdata).

Kebebasan memperjanjikan bunga ini mengakibatkan masyarakat
yang membutuhkan uang menjadi mangsa dan yang memperdagangkan
uang. Agar tidak terjadi hal yang demikian, Bank Indonesia tanggai 9 Aprﬂ
1974 mengeluarkan Surat Edaran No. 7/Kep/Dir.Upk/1974 sebagal
pedoman, yatu:

a) Untuk suku bunga Kredit Investasi Kecil (KIK} dengan maksimum Rp 5
juta adalah 12% setahun.

b) Untuk suku bunga Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dengan
maksimum Rp 5 juta adalah 15% setahun.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pegadaian adalah suatu
lembaga perkreditan berasal dann Bank Vanlening yang mempunyai tugas
untuk memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai

berdasarkan Staatblat 1928 No. 81 jo PB. No. 12 tahun 1990.

2. Tugas Perum Pegadaian




Mengenai tugas Perum Pegadaian ini dapat dilihat dalam Pasal 2
SK Menkeu No. Kep.39/mk/6/1/1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan
Tata Kerja Jawatan Pegadaian. Menyebutkan bahwa Jawatan Pegadaian
mempunyal tugas membantu Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Keuangan, dalam:
1y Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas

dasar hukum gadai kepada:
a) Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat
produktif.
b) Kaum buruh, pegawai negeri vang ekonomi lemah yang bersifat
konsumtif.
2) Ikut serta mencegah adanya pembenan pinjaman secara tidak wajar,-ijon,
pegadaian gelap, dan prakiek riba lainnya.
3) Disamping menyalurkan kredit, maupun usaha-usaha lainnya yang
bermanfaat tertentu bagi pemerintah dan masyarakat. |
4) Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat
terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu
memperiuas daerah operasional.

Dalam perkembangan selanjutnya tugas-tugas Jawatan Pegadaian
tersebut dipertegas lagi dengan SK Menkeu No. 66/mk/01/1987 dalam Pasal
3 menyebutkan bahwa Perjan Pegadaian mempunyai fungsi:

1) membina ‘pengaturan kredit atas dasar hukum gadai dan fiducia

2) mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar
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3) membina pola perkreditan atas dasar hukum gadai dan fiducia

4) membina dan mengawasi pelaksanaan operasional Perjan
Pegadaian

Dengan demikian dapat distmpulkan bahwa tugas pokok Perum
Pegadaian adalah membina pengaturan kredit atas dasar hukum gadai
kepada golongan eckonomi lemah untuk mencegah adanya pemberian

pinjaman yang tidak wajar.

. Gadai

Gadai dalam kartannya dengan lembaga pegadaian, pengaturannya
dapat dilihat dalam KUHPerdata Pasal 1150 — 1160.

Pasa! 1150 KUHPerdata mengemukakan tentang pengertian gardai
sebagai berikut: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seurang berpiutang
atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang
berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan
kekuasaan kepada si berptutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang
tersebut secara didahulukan dari para orang berpiutang lainnya dengan
kekecualian Biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya vang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkannya. Setelah parang 1tu digadaikan, biaya-

biaya baru harus didahulukan.”
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Dari pengertian gadai di atas terlthat bahwa gadai mempunyai

kharakteristik sebagai berikut:**

a. Barang yang menjadi obyek gadat adalah benda bergerak.

b. Bérang tersebut berada dibawah kekuasaan pemegang gadai.

¢. Penerima gadai mempunyai hak didahulukan terhadap piutang-
piutangnya.

d. Sifat perjanjian gadai adalah accesoir, artinya bila perjanjian
pokok telah dipenuhi maka dengan sendirinya perjanjian gadai
berakhir.

Dari ketentuan Pasal 1150 tersebut dapat diuraikan unsur-unsur

yang terdapat dalam gadai, sebagai berikut:*

1} Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak

2) Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur

3) Penyerahan benda tersebut untuk jaminan utang

4) Hak kreditur itu ialah pelunasan piutangnya dengan kekuasa'an
melelang benda jaminan asal debitur tidak membayar

5) Pelunasan tersebut didahuiukan dari kreditur-kreditur lain

6) Biaya-biaya lelang dan pemeltharaan benda jaminan dilunasi

lebih dahulu dan hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

¥ Ibid him. 56 — 57
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Menurut Pasal 1131 KUHPerdata bahwa semua kebendaan dapat
digunakan sebagai jaminan utang, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik yang ada sekarang maupun yang akan ada kemudian, namun dalam
gadai hanya benda bergerak saja ).fang dapat digunakan sebagai jaminan
utang, baik bergerak karena sifatnya (Pasal 309 KUHPerdata) maupun
bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 1151 KUHPerdata).
Jaminan tersebut dimaksudkan kalau-kalau si berutang tidak dapat
memenuhi kewajibannya, maka si berpiutang dapat mengambil pelunasan
atas plutang-piutangnya secara didahulukan (Pasal 1133 KUHPerdata).
Akan tetépi dalam hukum perjanjian, jaminan tersebut bukan merupakan
syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), melainkan hanya
tambahan belaka, bila perjanjian pokok telah selesai, perjanjian gadai ju_ga
berakhir (Pasal 1156 KUHPerdata), sehiugga benda jaminan harus
dikembalikan oleh si berpiutang kepada si berutang dalam bentuk aslinya
(Pasal 1694 dan 1706 KUHPerdata).

Dart rumusan Pasal 1150 bahwa para pihak yang terlibat dalam
perjanjian gadai ada dua, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai
disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain atau kreditur yang menerima
jaminan disebut penerima gadal. Karena jaminan tersebut umumnya
dipegang oleh kreditur, maka ia disebut juga kreditur pemegang gadai.
Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak,

benda gadai dipegang oleh pihak ketiga' (Pasal 1152 (1) KUHPerdata).
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Kalau barang gadai dipegang oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut
pthak ketiga pemegang gadai.

Selanjutnya dalam Pasal 1156 KUHPerdata berbicara tentang si
berhutang atau pemberi gadai yang berarti bahwa orang dapat

menggadaitkan barangnya untuk menjamin hutang orang lain, atau di

sebaliknya, orang dapat mempunyai hutang dengan jaminan gadai

barangnya orang lain. Kalau debitur sendiri yang memberikan jaminan,
maka disebut debitur pemben gadai. Sedangkan kalau benda jaminan adalah
mili..k dan diberikan oleh pihak ketiga, maka di sana ada pihak ketiga
pemberi gadai.®
Adapun hak dan kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut:
1) Hak pemegang padai
a. Menjual dengan kekuasan sendini (parate eksekusi). Yang dirﬁaksud
dengan hak melakukan parate eksekusi ini ialah wewenang yang
diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari
kekayaan debitur tanpa memiliki eksekutonal titel.
Hal ini tidak lahir dari perjanjian yang dinyatakan secara tegas oleh
para pihak, tetapi demi hukum, kecuali bila diperjanjikan lain. Hak ini
tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam hukum
acara perdata, akan tetapi diatur secara khusus, seperti hipotek (Pasal

1178 KUHPerdata jo Pasal 7 ayat (2) PMA No. 15/1961).

3 1. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1993, him. 98




. b. Menjual benda gadai perantara hakim

c. Atas 1jin hakim tetap menguasai benda gadai

d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi

e. Hak retensi

f. Hak didahulukan.

2) Kewapiban pemegang gadat

a. Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai,
sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1)
KUHPerdata).

b. Kewajiban untuk memberitahukan pemben gadai, itka barang gada:
dijual (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdaté), Kewajiban itu selambat-
lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan
pos harian ataupua suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak
demikian halnya dengan pos yang perangkat pertama. Pemberitahuan
dengan telegraf atau dengan surat tercatat, berlaku sebagai
pemberttahuan yang sah (Pasal' 1156 ayat (3) KUHPerdata).

¢. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159
ayat (1) KUHPerdata).

3) Hapusnya gadai

Hak gadai hapus:

a. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai ini
sesuai dengan sifat accesoir daripada gadai, sehingga nasibnya

bergantung kepada perikatan pokoknya.




Penkatan pokok hapus antara lain dengan:
- pelunasan
- kompensasi
- HOVasi
- penghapusan hutang

b. Dengan terhapusnya benda jaminan dan kekuasaan pemegang gadai.
Tetapl pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya
kembali dan kalau bérhasil, maka undang-undang menganggap
perjanjian gadai tersebut tidak pernah terputus.

c¢. Dengan hapus atau musnahnya benda jamin}m

d. Dengan dilepaskannya benda gadai secara sukarela

e. Dengan percampuran, vaitu dalam hal pemegang gadai menjadi
pemilik barang gadai tersebut.”’

Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai,
sebenarnya undang-undang tidak menyatakan secara tegas mengenai hal ini.
Hanya dalam Pasal 1159 KUHPerdata dikatakan bahwa pemegang gadai
mempunyai hak retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai,

dalam hal mana secara a contrario dapat disimpulkan bahwa pemberi gadai

37 Ibid, blm. 147
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berhak untuk menuntut kembali benda jaminan. Kalau benda jaminan keluar

dari kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus.*®

4, Perjanjian Kredit
* Kata kredit berasal dari bahasa Romawi, “credite”, yang berarti
percaya (Belanda = ventrouwen, Inggns = believe, trust or convidence).”
Perjanjian kredit ditemukan dalam I[nstruksi Pemerintah yang ditujukan
kepada masyarakat, baik dalam memberikan kredit untuk apapun, baik
dengan wajib menggunakan akad perjanjian kredit.*

Istilah kredit menurut Pasal 1 angka 2 Ne. 10 tahun 1998 tentang
Perbankan, menyebutkan kredit ialah istilah kredit menurut Pasal 1 angka
12 No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan kredit ialah
penyediaan uang atau fagihan yang dapat dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Instruksi
Pemerintah vang ditujukan kepada masyarakat bank bahwa dalam
memberikan kredit untuk apapun, bank-bank wajib menggunakan akad

perjanjian kredit.*' Di dalam perjanjian kredit terdapat dua gejala hukum.

3 1hid, him. 147

* Mariam Darus Badrul Zaman, op.cif, hlm. 56
* ibid, hal 23

* Jbidd him. 21
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(Gejala pertama adalah peranjian konsensual berupa peanjian untuk
perjanjian pinjam uang Gejala kedua adalah perjanjian riil, berupa
penyerahan uang kepada pihak peminjam.

Terhadap hal ini ada beberapa pendapat yang dikutip oleh Mariam
Darus Badrul Zaman, yaitu:

a. Pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian kredit dan
perjanjian uang ity satu perjamjian, sifatnya konsensual
(windscheid dan goudiker).

b. Pendapat yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan
perjanjlan pimam uang merupakan dua perjanjian yang masing-
masing bersifat konsensual dan ritl ({losecaat vecmeer dan asset-
aleya).

Selanjutnya Mariam Darus Badrul Zaman menyimpulkan bahwa
perjanjian kredit adalah sesuai disamping riil, sifatnya persesuaian kehendak
untuk adanya penyerahan itu, hal ini juga yang dikemukakan oleh Russchen
bahwa persesuaian kehendak yang baru ini terjadi secara diam-diam.*

Obyek dar pand adalah benda bergerak kepunyaan orang vang
berhutang dan atau pihak ketiga. Menurut undang-undang pand baru lahir

dengan penverahan benda yang dijadikan jaminan, atau tanggungan oieh

pandgever / debitur kepada pandnemer / kreditur. Penyerahan benda oleh

** Mariam Darus Badru! Zaman, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya, Bandung, 1991, him.

30-33
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undang-undang dianggap sebagai syarat mutlak untuk terbentuknya suatu
perjanjia‘n.J'3
Jaminan yang baik atau ideal, antara lain:*

a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang

memerlukannya.

b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) s1 pencari kredit untuk
melakukan atau meneruskan usahanya.

¢. Yang memberikan kepastian kepada s1 pemben kredit dalam artt bahwa
barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu
dapat mudah divangkan untuk melunasi utangnya si penerima

(pengambil kredit).

5. Perjanjian Gadai
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa benda-benda yang
dijadikan jaminan dalam pand (gadai) adalah:*
1. Benda bergerak yang beryjud
2. Benda bergerak yang tidak berujud, yaitu berupa berbagai hal
untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu yang berujud surat-
surat piutang yang aan-toonder (atas tunjuk), aan-order (atas

pengganti) serta opnaam (atas nama).

¥ Surini Ahlan Svarif, lnsisari Hukum Benda Menurut BW, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur,

1989 him. 17
44 R, Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1991, him 19




Ada persyaratan umum vyang harus dipenulm pada setiap
penggadaian benda-bend;a itu, sebagai berikut:*®
1) Harus ada perjanjian gadai/pand
Menurut ketentuan di dalam KUHPerdata tentang bentuknya perjanjian
itu tidak disyaratkan apa-apa. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
bentuk perjanjian pand 1alah bebas tidak terikat oleh suatu bentuk
tertentu, artinya dapat diadakan dengan cara lisan maupun cara tertulis.
2) Benda vang digadaikan harus diserahkan oleh debitur (pemberi gadat)
kepada kreditur (pemegang gadai). Pasal 1152 KUHPerdata
Hak gadai menurut Martam Darus Badrul Zaman, terjadi dalam dua
fase. Yaitu fase pertama adalah perjanjian pinjam uvang (kredit) yang
ditujukan dalam surat bukti kredit (SBK) dengan janji sanggup memberikan
benda bergerak sebagai jaminan sifatnya, konsensual obligatoir, daz.
merupakan titel dari perjanjian pada gadai. Konsensual obligatoir artinya
perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pthak-pihak,
namun perjanjian vang dibuat itu baru dalam menimbulkan hak dan
kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah,
apabila diperjanjikan kebendaan.
Fase kedua adalah penyerahan benda gadai oleh pemberi gadai

kepada pemegang gadai dengan penyerahan nyata yangjatuh bersamaan

¥ Sri Soedewi Musjchan Sofwan, Hukum Benda, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM,
Yogyakarta, 1979, hlm. 11

" Hartono Hudi Soeprapto, Pokok-Pokok Hukum Periketan dan Hukum Jaminan, Penerbit
Liberty, Youyakarta. 1984, him. 57
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dengan penyerahan vuridis, yaitu penverahan benda gadai terjadi pada saat
yang bersamaan dengan penandatanganan surat bukti kredit, membutuhkan
kemauan yang bebas dari kedua belah pihak, sehingga penyerahan di sim
merupakan unsur sahnya gadai, penyerahan ini merupakan perjanjian
kebendaan, disebut perjanjian nil yang baru tercipta dengan diserahkannya
barang vang diberikan dalam gadai. Dengan demikian penulis
menyampaikan bahwa peranjian gadai tegadi  pada tanggal

ditandatanganiny surat bukti kredit.

Perjapjian Standard

Di dalam praktek kredit baik oleh lembaga keuangan (seperti bank)
maupun olch lembaga perkreditan (seperti pegadaian) menunjukkan bahwa
perjanjian kredit itz tumbuh sebagai perjanjian standard. Hal im1 dapat
dimengerti karena hukum perjanjian yang ada dalam KUHPerdata menganut
asas kebebasan berkontrak. Perjanjian demukian berdasarkan Pasal 1139
KUHPerdata sungguh mempunyai kekuatan mengikat perjanpian itu dapat
dipandang sebagai perjanjian standard atau kontrak baku. Akhir-akhir i
timbul dan berkembang hampir dalam semua segi kehidupan, terutama
dalam bidang perckonomian. Hal ini sebagai akibat dianutnya asas
kebebasan berkontrak, sebagai wujud pernyataan kebebasan individu pada
salah satu pihak, sekaligus merupakan pembatasan bagi kebebasan pihak

lain dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian.
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Pengertian perjanjian baku hanya diberikan oleh doktrin. Dan
bentuk perjanjian baku tidak hanya bersifat tertulis yang dituangkan dalam
bentuk formulir tapi dapat juga diselenggarakan secara lisan oleh para
pihak, dengan tunduk pada syarat-syarat baku yang telah disepakati
sebelumnya oleh salah satu pihak atau oleh pihak ketiga. Syarat baku
tersebut terpisah dar1 perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi mereka
tunduk pada syarat-syarat baku tersebut dalam penyelenggaraan perjanjian.

Pada umumnya perjanjian baku sering dikaitkan dengan masalah
syarat-syarat eksonerasi yang merupakan tindakan membatasi. Hal ini
berkaitan dengan perjaniian baku, karena isinya seringkali menekan salah
satu pihak, umumnya pihak yang lemah. Dalam upaya penekanan itulah
hiasanya dilakukan dengan cara mencantumkan syarat-syarat eksonerast
yang memberatkan salah satu pihak kedalam bentuk syarat-syarat baku.
Meskipun demikian, ternyata ada juga perjanjian baku yang tidak membuat
syarat-syarat eksonerast.

Selanjutnya yang dimaksud syarat-syarat eksonerasi menurut
Sudikno Mertokusumo adalah syarat-syarat suatu perjanjian dimana pihak
yang satu membebaskan din dari atau dibatasi pertanggungjawaban atau
kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum yang mengatur.”

Syarat-syarat eksonerasi dapat dituangkan dalam tiga bentuk

yuridis, yaitu:

7 Sudikno Mertokusumo, DerDerweking dan Schadevergoeding, Penataran Hukum Perikatan 11,
Dewan Kerjasama {lmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, tanggal 29
Agustus — 9 September 1988, him. 7




a. Pengurangan atau penghapusan tanggung jawab karena atau
kurang batk memenuhi kewajiban.

b. Pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban.

c. Salah satu pthak dibebam dengan kewajiban untuk memikul
tanggung jawab pihak lain, yang mungkin ada kerugian yang
diderita oleh pihak ketiga.*®

Dalem penanjian baku, syarat kesepakatan penting untuk

diperhatikan. Hal ini untuk mengetahui apakah dalam perjanjian baku atau
kebebasan dalam menyampaikan kehendak para pihak, sebagaimana asas
vang dianut dalam setiap mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian baku,
tampak tidak ada kebebasan dan salah satu pthak dalam menentukan ist atau
syarat-syarat perjanjian, karena pihak yang mempunyai kedudukan lebih
urggul telah menetapkan secara apnori isi dan syarat perjanjian. Walaupun
kelihatannya ada tawar-menawar, tetapi tidak menyangkut isi perjanjian
mengenal menenma atau menolak.

Meskipun secara teoritis menyimpang dari Pasal 1320 jo Pasal

1338 (1) KUHPerdata, khususnya syarat kesepakatan, sehingga tidak
mempunyai kekuatan mengikat sekaligus tidak mempunyai akibat hukum.
Namun demikian, di dalam praktek peranjian baku dibutuhkan oleh
masyarakat. Karena dengan menyusun perjanjian baku dapat memperoleh

efesiensi dalam penggunaan biaya, waktu dan tenaga.

¥ 1bid hlm. 7




40

Karena keadaan menghendaki dan harus diterima sebagai
kenyataan, dimana kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang
bertentangan dengan kenyataan hukum (Pasal 1320 jo Pasal 1338 (1)), maka
wajar jika perjanjian baku boleh diselenggarakan asal dalam
penyelenggaraannya memperhatikan itikad baik.

Di dalam perjanjian baku jika diperhatikan terdiri dari tiga bagian,
yaitu mengenal perjanjian pokok, perjanjian tambahan, atau pelengkap,
syarat-syarat baku atau standard. Sedangkan bagian syarat baku tidak ada
kata sepakaf. Walaupun demikian, ketiga bagian tersebut merupakan suatu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam permohonan demikian, dapat
dikatakan bahwa pada perjanjian baku terdapat kata sepakat. |

Dengan demikian tampak bahwa perjamjian baku tetap mempunyai
kekuatan mengikat, walaupun tidak ads kebebasan di dalam menyampaikan
kehendak, namun dikehendaki dalam praktek sebagai suatu kebutuhan
masyarakat. Dengan perkataan lain ada pembatasan dalam menyampatkan
kehendak dalam membuat perjanjian baku. Perjanjian itu dapat dipandang
sebagai perjanjian pendahuluan dan sebagai demikian sepenuhnya sah.*”

Perjanjian standard sebagai mana yang disebut di atas mengandung
kelemahan, karena syarat-svarat yang ditentukan secara sepihak, dan pihak
lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinyg yang lemah.

Kelemahan ini juga dikemukakan oleh Pitlo, Slyter, Stein, dan Eggens.™

* Vollmar H.F.A., Hukum Perdata Hukum Perutangan, Bagian A dan B, Terjemahan Sri Soedewi
Musjschan Sofwan, Seksi Hukum Perdara Fakultas Hukum UGM, Yogyakariz, 1988, him. 7
* Mariam Darus Badrul Zaman, op.cit, hlm. 37 - 38
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Selanjutnya Mariam Darus Badrul Zaman mengatakan bahwa
perjanjian standard bertentangan baik dengan asas-asas hukum perjanjian
(Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata) maupun kesusilaan. Akan tetapi
dalam prakiek, perjanjian im tumbuh karena keadaan menghendakinya dan
harus diterima sebagai kenyataan. Penerima dianggap menyetujuinya

sungguhpurn di dalam kenvataan ia tidak mengetahui isinya.”’

** Ihicd hlm. 38 — 39
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BAB 1

METODE PENELITIAN

Penulisan thesis ini yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang
Dilakukan antara Perum Pegadaian dengan Nasabah Kota Yogyakarta”
membutuhkan data yang akurat yang dititikberatkan pada data sekunder yang
diperoleh dar penclitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan
yang mendukung pengkajian data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang
diteliti dapat dijawab secara tuntas. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan

dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian in1 adalah metode
pen-dekatan yuridis empiris. Menurut metode ini, keberaran diperoleh dari pe-
ngalaman, dan metode inl memberikan kerangka pembuktian atau kerangka
peng-ujian untuk memastikan kebenaran.” Dalam pendekatan yuridis empiris
yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak
antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara das
solen dengan das sein. Oleh karena itu keadaan dus solen dan das sein perlu
diidentifikasikan dan diperiksa. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan

mengamati pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan antara Perum

3 Rony Nitijosoemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghatlia Indonesta, Jakarta,
1998, him. 36




Pegadaian dengan nasabah. Sebagai suatu penelitian yang menitikberatkan
pada data sekunder, maka fokus yang diteliti adalah sistematika dari kerangka
menurut khaidah hukum yang terhimpun dalam kodifikasi atau peraturan
perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perjanjian utang-piutang
dalam prakteknya yang berada pada Perum Pegadaian ditinjau dari segi

yuridisnya.

. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena spesifikasi penelitian ini
bertujuan memberikan berbagai pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan
antara Perum Pegadaian dengan nasabah serta perlindungan hukum antara
Perum Pegadaian dengan nasabah, apabila terjadi salah satu pihak ada yang

merasa dirugikan,

. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan meliputi data sekunder sebagai
titik berat dan data primer sebagat penunjang.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai bertkut:

a. Bahan hukum primer, yaitu materi-materi hukum yang bersifat mengikat
terhadap institust dan pelaksanaan perjanjian kredit Perum Pegadaian dan
terdiri dari:

b.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

b.2  Peraturan Pemeriniah
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b.3 Keputusan Presiden
b.4 Keputusan Menteri

b.5 Keputusan Kantor Pusat Perum Pegadaian

b.6  Yurisprudens: yang ada kaitannya dengan masalah pelaksanaan .

perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perum Pegadaian.

b. Data sekunder yang berupa data resmi yang berkattan dengan pelaksanaan
perjanjian kredit antara Perum Pegadaian dengan nasabah yang dikeluarkan
oleh Perum Pegadaian seperti dokumen-dokumen perjanjian, laporan buku-
buku yang berkaitan dengan perjanjian kredit di Perum Pegadaian.

c¢. Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan-bahan mengenai
hukum sekunder, vaitu berupa hasil penelitian, karya ilmiah, desertasi,
literature yang berhubungan serta dengan Perum Pegadaian khuussnya
dengan per;anjian utang-piutang.

d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun
penjelasan terhadap bahan hukum pnmer dan sekunder, seperti kamus
hukum, kamus besar, bahasa Indonesia, dan berbagai tﬁajalah ataupun surat
kabar yang dapat mendukung dan melengkapi buku-buku yang telah
diperoleh.

Sedangkan data primer ataupun data yang sekunder dan terster, diperoleh dari

masyarakat.™

* Soerjono Soekanto dan Sti Mamuiji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1985, him. 14
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Yang dimaksudkan sebagai pendukung dalam pengkajian data
sekunder diperoleh melalui penelitian lapangan, Data primer diharapkan
diperoleh dan narasumber dan responden yang diarahkan kepada atau

pandangan para praktisi di bidang pegadaian.

Lokasi Penelitian

Penelitian im dilakukan oleh peneliti di Perum Pegadaian Cabang
Ngupasan Yogyvakarta, karena Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta
merupakan pegadaian yang palaing besar di Yogyakarta dalam arti paling

banyak nasabahnya dan juga paling besar dalam memberikan kredit.

5. Populasi

Adalah seluruh obyek atau seluiruh individu atau seluruh kejadian atau
seluruh unit yang akan diteliti, karena populasi biasanya sangat besar dan
sangat fuas, maka senngkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.
Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek
atau gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut
untuk dapat memberikan semu gambaran yang tepat dan benar mengenai

keadaan populasi itu.

. Cara Penarikan Sampel

Berdasarkan populasi di atas maka metode pengambilan sampel yang

dipergunakan dalam penelitian adalah purposive non random-sampling atau
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penarikan sampel bertyjuan yang dilakukan dengan cara mengambil subyek

yang didasarkan pada tujuan tertentu.

7. Penentuan Responden Penelitian
Dalam penelitian ini1 peneliti menentukan responden, vaitu:
- Kepala Cabang Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta
- 10 orang Debitur yang melakukan perjanjian utang-piutang di Cabang

Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta,

8. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data vang akurat guna menjawab permasalahan
sepertt telah disebutkan di atas, maka pengumpulan data dilakukan dengan
+:knik sebagai berikut:
a. Data Sekunder
Studi Dokumen dan Stud: Kepustakaan
Teknik 1ni dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa:

- Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat vang terdin
dari norma atau khaidah dasar berupa Undang-Undang Dasar, Tap MPR,
Peraturan Pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya.

- Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan-bahan hukum
sekunder, vaitu hasil penelitian, hasil seminar, atau penelitian ilmiah para
pakar mengenai masalah yang sesuai dengan masalah penelitian ini.

b. Data Primer
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1. Penelitian Lapangan

(W]

Untuk mencari data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang
telah diperoleh pada studi dokumen dan kepustakaan, diperlukan studi
lapangan. Untuk kebutuhan tersebut di atas peneliti di lapangan ini
digunakan teknik wawancara untuk memverifikasi suatu gejala
informasi.

Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan dengan pedoman, agar
dapat mempermudah dalam memperoleh data yang diteliti. Wawancara
berstruktur dengan praktisi Perum Pegadaian khususnya yang berkaitaﬁ
dengan pelaksanaan perjanjian utang-piutang yang dilakukan oleh Perum
Pegadaian dengan nasabah serta mengenai perlindungan hukumnya
terhadap Perum Pegadaian maupun nasabahnya.

Kuisioner atau daftar pertanyaan. Dalam hal ini dibentuk kombinasi
antara terbuka dan tertutup. Kuisioner tersebut ditujukan baik kepada
lembaga terkait, yaitu Perum Pegadaian dan juga pada debitur atau
nasabah. Untuk mendapat sampel yang representatif penelitian 1ni
menggunakan sampling yang tidak berdasarkan probabilitas, akan tetapi
menggunakan purposive sampling, dimana pemilihan sekelompok
subyek didasarkan ats ciri-cirt atau sifat-sifat tertentu yang dipandang
mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang

sudah diketahu sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.
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9. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data dari hasil studi
pustaka dan studi dokumen terhadap dokumen publik, bahan hukum primer,
sekunder dan tersier, maupun data darihasil penelitian lapangan.

Data yang diperoleh dari studi pustaka yang didukung dari data primer
dianalisis secara kualitatif. Hal ini sesuai dengan metode pendekatan hukum
normatif yang lebih bersifat abstrak teoritis.

Dari studi dokumen diperoleh data menyeluruh tentang ruang lingkup
lembaga yang berkaitan dengan penyelengparaan perjanjian utang-piutang di
Perum Pegadaian yang meliputi segala perundang-undangannya.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan setelah dilakukan
kategori masalah atau temuan, selanjutnya ditelaah dan dibahas dengan pola
pikir kontekstual sesuai dengan pola urutan yang telah ditentukan. Data yang
beryjud angka seperti prosentase penyaluran kredit kepada nasabah
berdasarkan profesi debitur di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta
dan lain-lain akan diedit, diberi kode dan dikategorikan dahulu untuk kemudian
disajikan dalam bentuk tabel sebagai pendukung data sekuﬁder. Terhadap data
tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil analisis dibarapkan diperoleh gambaran dan pemahaman
yang akurat mengenal tinjavan perjanjian utang-piutang pada Perum

Pegadaian.
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10. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu thesis yang terdiri dari lima

Bab. Untuk memudahkan pemahaman maka disusun sistematika sebagai

berikut:

BABI

BAB 11

Akan diuraikan tentang latar belakang. Maka penulis memuilih
permasalahan ini sebagai rumusan masalah yang akan menjadi
fokus dalam penelitian; tujuan penelitian dan manfaat penelitian
terhadap permasalahan yang akan ditetapkan. Timjauan pustaka
diarahkan pada pemilihan teon yang diharapkan akan dipergunakan
untuk dianalisis terhadap data-data yang telah terkumpul. Metode
penelitian yang akan menjadi tolak-ukur penguji keilmiahan dari
penulisan thesis ini diuraikan pada bagian akhir dari DBab
Pendahuluan.

Penulis akan mempertajam teori yang akan dipergunakan untuk
menganalisis atas temuan data yang telah dikumpulkan. Teori sikap
akan dikupas lebih banyak dan lebih tajam agar dapat memberikan
gambaran yang komprehensif terhadap teori itu sendin. Pada
tinj‘auan pustaka terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sahnya
perjanjian, pengertian pegadalan, tugas Perum Pegadalan,

perjanjian kredit dan perjanjian gadai.




BAB HI

BAB IV

BAB YV
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Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang metode
penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis
masing-masing permasalahan dan dalam metode penelitian.
Peneliti membagi dalam beberapa bagian, yaitu metode
pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, lokasi penelitian,

metode populasi, metode penarikan sampel, penentuan responden

. penelitian, taktik pengumpulan data, teknik analisa data dan

sistematika .penuiisan.

Hasil penelitian dan analisis data akan diuraikan tentang data-data
hasil penelitian vang relevan dengan rumusan masalah yang telah
dirumuskan pada bab pendahuluan; data-data yang terkumpul
secara langsung akan dianalisis dengan mempergunakan metode
analisis yang telah dipilih dan dipaparkan pada pendzhuluan
dengan menggunakan metode analisis  kualitatif, yaitu
memperhatikan faktor vang ada dalam prakiek, kemudian

dibandingkan dalam uraian-uraian dari studi dokumen.

Kesimpulan dan Saran. Akan diuraikan sebagai hasil intisart pada

pembahasan sebelumnya. Kesimpulan dan saran akan disusun
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berdasarkan rumusan permasalahan untuk menarik benang merah

thesis ini, yang merupakan hasil pembahasan dari bab empat.
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BAB IV

HASIL. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab keempat ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yaﬁg
peneliti lakukan di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta.

Dalam hasil penelitian membagi dalam dua sub bab, yaitu gambaran

umum Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta, pelaksanaan perjanjian

kredit antara Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta dengan nasabah.

. Gambaran Secara Umum Perum Pegadaian Cabang Ngupasan
Yogyakarta

Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta adalah merupakan
Cabang Perum Pegadaian yany ada di Kotamadya Yogyakarta, vang dipimpin
oleh seorang Kepala Cabang, yang diangkat oleh Direksi dan bertanggung
jawab kepada Direksi melalui Kepala Kantor Daerah.

Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta ini mempunyal tugas
untuk melaksanakan kegiatan usaha perusahaan yang langsung berhubungan
dengan nasabah dalam rangka pemberian kredit atas dasar hukum gadai atau
usaha lain sesuai dengan peraturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Direksi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesta No. 103
tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, dalam Pasal 3 ayat (1} vang

menyebutkan bahwa salah satu kegiatan Perum Pegadaian adalah menvalurkan

uang pinjaman atas dasar hukum gada.
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Dengan memanfaatkan sumber daya ckonomi yang relatif terbatas yang
dimiliki oleh masyarakat, Perum Pegadaian membantu memecahkan masalah
keterbatasan dana untuk pengembangan usaha di masyarakat. Peranan Perum
Pegadaian dalam masyarakat saat ini semakin penting dan mendasar sebagai
alternatif pendanaan bagi masyarakat pada umumnya. Khususnya bagl
golongan ekonomi menengah dan kecil yang belum terlayani oleh perkreditan
lain.

Lembaga pegadaian telah dikenal sebagai suatu lembaga non perbankan
oleh masyarakat, yang membantu dalam penyediaan fasilitas kredit yang dapat
menyalurkan pinjaman dengan cara yang mudah, cepat, dan aman.

Pada dasarnya semua masvarakat dapat menggunakan jasa Perum
Pegadaian, scbab secara operasional Perum Pegadaian sebagai lembaga
pendanaan non perbankan bagi (1) kebutuhan dana yang harus dipenul.i dengan
segera; (2) serta nasabah yang tidak memenuhi prosedur pengajuan kredit
melalui bank.

Sedangkangkan tingkat nasabah pada Perum Pegadaian Ngupasan

Yogyakarta dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :
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Tebel 1
Data Nasabah Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta
Tahun 1998 — 2002

Tahun Debitur

1998 542
1999 675
20060 680
2001 676
2662 540
Sumber Data Sekunder: Kantor Perum Pegadaian Cabang
Ngupasan

Beradasarkan data jumlah nasabah di Perum Pegadaian Kecamatan
Ngupasan Yogvakaria menunjukan adanya tingkat fluktuatif. Pada tahun 1998
jumlah nasabah sebanyak 542 orang, sedangkan pada tahun 1999 mengalami
peningkatan sebanyak 133 orang. Dan pada tahun 2000 mengalami
peningkatan secbanyak 5 oraﬁg, namun pada tahun 2001 jumlah nasabah 676
orang sehingga mengalami penurunan sebanyak 4 orang dan pada tahun 2002
jumlah nasabah pada Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarat sejumiah 540,
sehingga mengalami penurunan sebesar 136 nasabah.

Dengan demikian tujuan Perum Pegadaian tetap memberikan prioritas
ekonomi lemah, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun yang tidak
memtiliki penghasilan tetap. Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta
memberikan kredit vang bersifat kebutuhan produktif maupun yang bersifat

konsumtif. Pengguna jasa Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta




55

dalam memanfaatkan kredit yang disalurkan dapat dikualifikasikan

berdasarkan profesi para nasabah, yaitu sebagai berikut:

Tebel 2
Prosentase Penvaluran Kredit Berdasarkan Profesi
Tahun 2002
Profesi Nasabah ’ N Prosentase
Buruh Tani/ Petani 3 30
Pedagang Kecil 1 10
Industri Kecii 4 40
Karyawan / Pegawal i 10
Sipil L
'
| Lain —lain ! 1 10
JUMLAH 10 100 |

Sumber Data Primer : Kantor Perum Pegadaian Cabang Ngupasan

Dari hasil prosentase di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan dana

vang disalurkan oleh Perum Pegadaian Cabang Ngupasau Yogyakarta 40%

dipergunakan untuk kebutuhan yang bersifat produktif. Mengingat penyaluran

kredit melalui gadai terutama untuk golongan ekonomi lemah, maka prosedur

pengajuan kreditnya dibuat secara sederhana. Penyelesaian kredit dapat

dilakukan dengan melunasi sekaligus atau mencicil. Nasabah dapat setiap saat

memperpendek jangka waktu pelunasan kredit sebelum jatuh tempo.
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Tebel 3
Prosentase Peperimaan Kredit oleh Nasabah Berdasarkan Nilai
Nominal Tahun 20602
Nilai Nominal Profesi Jumlah Prosentase
Rp. 10.000 — Rp. 40.000 Buruh Tani/ Petani 4 40
Rp. 40.500 — Rp. 150.000 Pedagang Kecil 1 10
Rp. 151.000 ~ Rp. 500.000 Karyawan/ Pegawai Sipil 1 10
Rp. 510.000 — Keatas Industn Kecil 4 40
Jumlah 10 100

Sumber: Data Primer Yang diperoieh Perum pegadaian Cabang

Ngupasan

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar

nasaban di Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta 40% dipergunakan untuk

Industri kecil dengan nilai nominal Rp. 510.000 keatas. Sedangkan untuk profesi

karyawan/ Pegawai Sipil adalah sebesar 10% dengan nilai nominal Rp. 151.000 —

Rp. 500.000, kemudian untuk Buruh tani/ Petani adalah sebesar 40% dengan nilai

nominal Rp. 10.000 — Rp. 40.000. Sisanya yakni 10% dipergunakan untuk

pembiayaan Pedagang kecil sebesar 10% dengan nilai nominal Rp. 40.500 — Rp.

150.000.
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Prosentase Debitur Berdasarkan Tingkat Pendidian
Tahun 2002
Pendidikan N Prosentase
SD 6 60
SLTP & SLTA 3 30
Lain-lain i 10
Jumlah i0 100

Sumber : Data primer yang diperolek Perum Pegadaian Cabang
Ngupasan '
Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa sebagatan besar nasabah
Yogyakarta tahun 2002 mempunyai jenjang pendidikan yang masth rendah, hai

. : DOVAIN .
ini menunjukan wmu¥ kemampuan untuk memahami pengetahuan hukum

masih rendah, khususnya mengenai hal-hal pejanjian gadai.

Tabel 5
; Prosentase Debitur Berdasarkan Tingkat Umar

| Tahun 2002 .
Umur {th) N Prosentase '

42 6 60

55 3 30

65 1 10

Jumlah 10 100

Sumber : Data primer yang diperoleh Perum Pegadaian Cabang
Ngupasan
Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa, sebagian besar nasabah

berumur 40 tahun dengan prosentase 40%, dimana pada umur tersebut adalah

o - i e e ¢ S e g e e e
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umur produktiv, sedangkan urmur diatas 65 hanya sebesar 10%. Dengar.l'
demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nasabah pada Perum
Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta adalah berumur produktiv.

Jasa vyang ada pada Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta
meliputi sebaga berikut:

1. Gadai
Gadai merupakan bentuk penyaluran kredit jangka pendek untuk memenuhi
kebutuhan pendanaan yang harus dipenuhi segera. Adapun barang jaminan
I yang digadaikan terdini dari barang bergerak berwujud, sebagai contoh,
' barang-barang elcktrcnika, kendaraan roda dua, barang-barang rumah

tangga, dan juga perhiasan.

.

Jasa takstran

Jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahu
kualitas barang miliknya.

3. Jasa titipan

Jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menhendaki

' keamanan atas barang berharga miliknya. Adapun barang-barang yang dapat

dititipkan antara lain surai-surat berharga (sertifikat, deposito, saham),
perhiasan, kendaraan roda dua, dan lain-lain. Jasa ini memberikan manfaat
dalam hal seseorang akan meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama
ataupun karena jika menyimpan barang berharga di rumah dirasa kurang

amaii.

Pada lampiran akan dilampirkan tabel hasil penelitian peneliti pada 100 orang
responden atau nasabah di Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta.

Dalam tabel, data yang berujud angka peneliti edit, diberi kode dan
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dikategorikan dahulu, kemudian baru dianalisis dan dideskripsikan secara
kﬁalitatif. Dan hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai
pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang
Ngupasan Yogyakarta dengan nasabah dan bagaimaan perlindungan hukum

bagi nasabah dalam penyaluran kredit.

II. Pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Perum Pegadaian Cabang
Ngupasan Yogyakarta Dengan Nasabah
1. Prosedur Menggadaikan

Sebagai lembaga pembern kredit kepada masyarakat, maka prosedur vang

dipergunakan oleh Perum Pegadaian dalam pembenian kredit sangat

sederhana. Prosedur vyang dimaksud adalak meliputi langkah-langkah
sebagai berikut:

a. Pertama-tama calon nasahah datang ke Kantor Cabang Pegadaian dengan
membawa barang vang akan digadaikan. Selamjutmya menyerahkan
barang tersebut kepada petugas juru taksir di loket penaksir sesuai
dengan loket barang.

b. Barang tersebut kemudian diserahkan kepada penaksir. Selanjutnya
penaksir akan memeriksa barang dan menetapkan nilainya sesuai dengan
harga pasar dan juga peraturan yang berlaku, kemudian ditentukan
besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan.

c. Setelah penaksir menentukan besarnya uang pinjaman yang akan
diberikan, kemudian penaksir memberitahukan jumlah tersebut kepada

nasabah. Bila jumlah pinjaman telah disetujui oleh nasabah, selanjutnya
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penaksir menetapkan jumlah uang pinjaman dengan membuatkan Surat
Bukti Kredit (SBK) atas barang jaminan yang digadaikan. Tetapi Surat
Bukti Kredit (SBK) belum dicetak dalam formulir Surat Bukti Kredit
yang telah disediakan oleh Perum Pegadaian. Kemudian nasabah diben
rincian pembayaran yang berupa kertas yang berisi tentang jumlah
taksiran dan nomor Surat Bukti Kredit yang diberikan penaksir.
Selanjutnya nasabah diminta oleh penaksir untuk menunjukkan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya untuk dicatat alamat
nasabah. Surat Bukti Kredit terdiri dan empat golongan, vaitu golongan
A, B, C, dan D, vyang dibedakan menurut besar kecilnya jumlah
pinjaman. Surat Bukti Kredit yang diberikan kepada nasabah memuat
antara lain:

- Nama nasabah

- Perum Pegadaian Cabang

- Besamya jumlah pinjaman

- Daftar suku bunga

- Jangka waktu pinjaman

- dan golongan

Surat Bukti Kredit terdiri dant empat golongan, yang dibedakan oleh
besarnya jumlah vang pinjaman {UP) sebagai pinjaman:

- Golongan A Rp 10.000 s/d. Rp 40.000

- Golongan B Rp 40.500 s/d. Rp 150.000

- Golongan C Rp 131.000 s/d. Rp 500.000




61

- Golongan D Rp 510.000 keatas

Surat Bukti Kredit (SBK) terdiri dari satu asli dan yang satu lagi
salinannya. SBK vyang ash diserahkan kepada nasabah setelah
ditandatangani oleh Kepala Cabang sebagai tanda bukti penerimaan
barang yvang digadaikan atau dijaminkan.

Permintaan kredit tidak dikabulkan oleh Perum Pegadaian dalam hal
jumlah taksiran yang diberikan oleh penaksir tidak disetujui oleh nasabah

atau jumlah taksiran barang kurang dari permintaan nasabah.

. Setelah taksiran selesai nasabah menyerahkan kertas rincian pembayaran

kepada kasir untuk kemudian dicetak dalam formulir Surat Bukti Kredit
(SBK) dengan jumiah pinjaman sebesar yang telah ditentukan oleh
penaksir dalam kertas rincian tadi dan selanjutnya nasabah dapat
menerima uang dari kasir dengan menandatangani Surat Bukti Kredit
(SBK) sebagai tanda telah disetujui atas perjanjian gadai tersebut.

Pada hakekatnya perjanjian gadai sudah terjadi pada saat
disetujuinya harga taksiran barang jaminan yang diberikan oleh Perum
Pegadaian. Namun untuk pertimbangan kepastian hukum, maka untuk
terjadinya perjanjian gadai perlu dilakukan secara formal, vaitu tertulis
berupa penandatanganan Surat Bukti Kredit (SBK).

Perlunya kepastian hukum tersebut berkenaan dengan perlindungan
hukum bagi Perum Pegadaian selaku kreditur untuk memberikan kredit
yang dimohon oleh nasabah dan meminta pelunasan kredit beserta

bunganya pada jangka waktu vang ditentukan. Bagi nasabah
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perlindungan hukum berupa rasa aman atas barang vang dijadikan
jaminan, disamping menuntut pembatalan perjanjian yang mereka buat

bersama dengan alasan cacat kehendak (walaupun hal im belum pemah

" terjadi).

Selanjutnya realisasi perjanjian gadai secara formal dilakukan
dengan penandatanganan Surat Bukti Kredit (SBK) oleh nasabah.
Penandatanganan tersebut tidak mutlak oleh nasabah sendiri, tapt dapat
diwakili oleh kuasanya. Secara teoritis penandatanganan perjanjian gadai
tersebut adalah merupakan suatu kehendak (yang dinyatakan) dari pihak
nasabah kepada Perum Pegadaian, dengan maksud untuk timbulnya suatu
akibat hukum pada hubungan antara nasabah dengan Perum Pegadaian.

Namun menurut penulis, dalam kenyataannya dapat tenadi bahwa
pemyataan perjanjian baku tidak selalu menjamin, bahwa pernyataan
kehendak yang dimanifestasikan melalui penandatanganan perjanjian itu
selalu dengan kehendak vang sebenarnya.

Oleh pihak Perum Pegadaian sendirl penandatanganan perjanjian
dianggap sebagai ukuran vang mutlak, bahwa penandatanganan
perjanjian baku sesuai dengan kehendak nasabah yang benar-benar
menerima penawaran dari pihak Perum Pegadaian yang menunjukkan
bahwa nasabah menyetujul atau sepakat pada perjanjian padai. Terhadap
hal ini Perum Pegadaian mendasarkan pada penandatanganan Surat
Perjanjian Gadai, dan lebih parah lagi, walaupun nasabah tanpa

menandatangani surat perjanjian gadai, namun dalam datangnya nasabah
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ke pegadaian menunjukkan bahwa nasabah jauh sebelum itu telah
menyetujui atau sepakat dengan apa yang diperbuat.

Pendapat Perum Pegadaian memang tidak dapat disalahkan. Pihak
Perum Pegadaian menunjukkan bahwa ada tidaknya kata sepakat di
dalam peganjian, diperiukan suatu bukti. Memang terjadinya kata
sepakat tidak selalu dilakukan secara tertulis saja, tetapt dapat juga terjadi
secara lisan dengan mengatakan setuju atau cukup dengan isyarat seperti
menganggukkan kepala dan bahkan diam, asalkan menandakan setuju.
Namun untuk memenuhi tuntutan kepastian hukum dan sebagai tindakan
preventif jika di kemudtan hari terjadi perselisihan, maka dengan bentuk
tertulis akan lebih menjamin.

Dari penandatanganan pcrjanjian gadal timbul pertanyaan, apakah
dengan penandatanganan perjanjian gadai dengan berarti sudah terjadi
kesepakatan antara para pihak, sebagaimana yang dikemukakan oleh
Perum Pegadaian ?

Secara formal dapat dikatakan bahwa antara Perum Pegadaian
dengan nasabah telah terjadi kata sepakat, vyaitu dengan
ditandatanganinya perjanjian gadai. Namun yang menjadi permasalahan
gadal adzﬁah apakah kehendak penerimaan yang diberikan oleh pihak
nasabah atas penawaran Perum Pegadaian tidak mengandung cacat
kehendak, vaitu sebab dengan latar belakang kedudukan Perum
Pegadaian yang lebih unggul dari nasabah? Jika ternyata latar belakang

kedudukan nasabah menyebabkan kehendak penenmanya terpaksa harus
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menyetujui perjanjian gadai, maka dapat memungkinkan tentang
terjadinya cacat kehendak.

Guna memahami apakah kesepakatan yang diberikan oleh nasabah
mengandung cacat kehendak atau tidak, maka perlu dikemukakan ukuran
atau indikator yang dapat menunjukkan kemungkinan terjadinya cacat
kehendak. Indikator tersebut berupa pandangan dari nasabah terhadap
syarat-syarat perjanjian gadai (yang dibuat secara baku), dianggap
memberatkan atau tidak ?

Indikator tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah kehendak
yang diberikan oleh nasabat berupa penerimaan atas penawaran Perum
Pegadaian dalam perjanjian gadai dengan keberatan atau terpaksa atau
sukarela 7 Jika penerimaan dari nasabah dibenikan secara terpaksa, yang
berarti kehendak penerimanya cacat, maka kata sepakat di dalam
perjanjian gadai meskipun terjadi, akan tetapi sebenarnya mengandung
cacat kehendak.

Kenyataan yang didapat menunjukkan bahwa dari 10 nasabah, 68%
nya menyatakan, sebenarnya bunga yang dikenakan oleh Perum
Pegadaian cukup tinggi, namun karena kebutuhan yang tidak dapat
diclakkan, di samping satu-satunya cara yang termudah untuk
mendapatkan uang, maka itulah jalan yang ditempuh. Sedangkan nasabah
(32%) menyatakan, itu sudah selayaknya, dimanapun pinjam uang pasti

ada bunganya. Akan tetapi kondisi yang demikian memberi peluang bagi
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Perum Pegadaian untuk memanfaatkan kelemahan nasabah baik secara
ekonomis maupun secara psikologis.

Keberatan dari sebagian nasabah atas bunga pinjaman yang
dikenakan kepadanya dapat dijadikan indikator bahwa kehendak dari
pihak nasabah, yaitu berupa penerimaan yang diberikan untuk penawaran
dari pihak Perum Pegadaian sebenamnya tidak diterima secara bebas
menyetujui isi perjanjian gadai. Akan tetapi pejanjian dibuat secara baku
yang telah disiapkan oleh pihak Perum Pegadaian.

Meskipun demikian uﬁtuk sampai pada jawaban atas
permasalahan, apakah hal itu tidak dapat dikatakan atas pemaksaan,
apakah hal itu dapat dikatakan telah tejadi cacat kehendak ? Maka perlu
saran yang dapat dipakal untuk membaniu menjawabnya. Sarana tersebut
ialah dengan mempermasalahkan, apukah perbedaan antara kehendak
dengan pernyataan kehendak (berupa penandatanganan Surat Perjanjian
Gadai oleh nasabah). Itu. disebabkan karena adanya penyalahgunaan
keadaan (karena keunggulan ekonomis dan psikologis dari Perum
Pegadaian).

Jika ternyata terjadi penyalahgunaan keadaan, maka itu dapat
dikualifikasikan sebagai cacat kehendak. Meskipun di dalam
KUHPerdata, penyalahgunaan keadaan tidak diatur namun oleh
jurisprudensi dan doktrin (dari Van Dunne) sudah dikembangkan sebagai

salah satu cacat kehendak disamping yang ditentukan oleh KUHPerdata.
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Hal imi dikemukakan sebagai asumsi bahwa cacat kehendak yang
dapat terjadi di dalam perjanjian gadai hanyalah karena penyalahgunaan
keadaan. Sebagaimana telah dikemukakan oleh penulis bahwa di dalam
perjanjian gadai tidak terjadi unsur-unsur paksaan (dwany). Perum
Pegadaian tidak pernah memaksa nasabah untuk menandatangani
perjanjian. Namun secara pastf telah mengabaikan kondisi masyarakat
yang membutuhkan pinjaman uang dan mensyaratkan melalui prosedur
penandatanganan surat perjanjian kredit (SBK) yang telah dipersiapkan
oleh Perum Pegadaian.

Ajaran tentang peuyalahgunaan keadaan vang timbul dari
jurisprudensi lebih lanjut oleh doktrin didefinisikan karena dua hal
penyebab, vaitu (1) penyalahgunaan yang disebabkan oleh adanya
keunggulan ekonomis pada salah satu pihak; (2) penyalahgunaan
keadaan vyang disebabkan karena adanya keunggulan psikologis
(kejiwaan) pada salah satu pihak, oleh karena itu pengkajian terhadap
kata sepakat yang mengandung cacat kehendak dalam perjanjian gadai
akan menggunakan tolak ukur penyebab tersebut.

Berdasarkan PP No. 103 tahun 2000, maksud dan tujuan
perusahaan tidak hanya mengalami kepentingan umum, sekaligus
memupuk keuntungan. Dengan demikian secara teoritis, Perum
Pegadaian merupakan pihak yang mempunyai kedudukan yang kuat baik
secara ekonomis maupun psikologis. Perum Pegadaian mempunyai

kekuasaan untuk menentukan pemberian atau tidaknva kredit vang
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diajukan oleh para nasabah. Kenyataannya dengan keunggulan yang
dimiliki oleh pihak Perum Pegadaian itu menjadikannya ia leluasa untuk
menentukan kedudukan hukumnya, dengan membuat perjanjian gadai
dalam bentuk baku.

Dengan pembukuan perjanjian kredit memang menunjang
efisiensi pelayanan Perum Pegadaian, namun praktek penggunaannya
dapat memberatkan para nasabah. Sebagai contoh di dalam perjanjian
gadal atau vang dikenal dengan Surat Bukti Kredit (SBK) Perum
Pegadaian menentukan syarat perjanjian yang secara implisit merupakan
syarat ekscnerasi, yaitu berkenaan dengan suku bunga dan penggantian
barang jaminan yang musnah karena hilang dicur orang karena terbakar.

Selanjutnya mengenai kondisi nasabah diperoleh gambaran
bahwa sebagian besar dan nasabah mempunyai latar belakang
pendidikan tingkat dasar, yaitu 60% pendidikan tamat SLTP dan SLTA
sebesar 25% serta sisanya 15% lain-lain.

Dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar
nasabah mempunyai kualifikasi pengetahuan umum yang kurang. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa secara umum mereka tidak mempunyal
kemampuan untuk memahami pengetahuan hukum yang banyak bersifat
teknis, seperti yang terdapat di dalam perjanjian gadai.

Dengan banyaknya nasabah yang berpenghasilan tidak tetap,
memberikan pengertian bahwa kehidupannya sehari-hari senantiasa

dihantui oleh kekurangan dan karena kekurangan tersebut karena
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ekonomis maupun psikologis membawa nasabah untuk tidak banyak
perhitungan dalam hal kerugian yang bakal diterima, termasuk tingginya
suku bunga atas kredit yang diajukan dan juga terhadap penggantian
barang jaminan yang hilang atau musnah.

Menurut hasil penelitian peneliti para nasabah bahwa prosedur
terjadinya perjanjian gadai pada Perum Pegadaian relatif mudah dan
cepat. Sifat pelayanan Perum Pegadaian dalam artl menyangkut prosedur
dalam mendapatkan kredit yang tidak memerlukan banyak persyaratan,
untuk mendapatkan uang pinjaman, tidak harus menunggu lama. Selain
itu juga barang gadai yang diserahkan oleh nasabah secara fisik inenjadi
kekuasan dan disimpan Perum Pegadaian.

Namun hal ini iidak menutup kemungkinan dapat ierjaci hal-hal
vang tidak dikehendaki terhadap barang gadai tersebut, sehingga barang
gadai yang berada di fempat penyimpanan menjadi rusak atau hilang,
balik seluruhnya atau sebagian. Kehilangan atau kerusakan tersebut bisa
disebabkan karena faktor kelalaian pihak Perum Pegadaian dan dapat
juga terjadi karena overmacht.

Di dalam Pasal 13 (2) Aturan Dasar Pegadaian yang tertuang
dalam S.1928 No. 81 .disebutkan bahwa Perum Pegadaian menanggung
segala kerusakan pada barang-barang gadai, jika kejadian oleh karena
terbakar atau karena lain-lain sebab yang mudah dijaga, tetapi jika barang
gadai turun harganya sebab tidak didapat tiap harinya, maka yang punya

tidak ada hak untuk minta ganti rugi. Di dalam penjelasan Pasal 13 (2)
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tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “sebab lain”. Dalam
wawancara dengan Kepala Cabang Perum Pegadaian Ngupasan
Yogyakarta, “sebab lain” yang dimaksud rusaknya barang karena
kebanjiran atau hilang karena kecurian. >

Menurut hemat penulis yang dimaksud dengan “sebab lain™ karena
kelalaian petugas atau pihak Perum Pegadaian. Sehingga karena kelalaian
tersebut mengakibatkan barang gadai rusak atau hilang. Dalam perjanjian
gadai kewajiban dari pemegang gadai adalah menjaga barang gadai. Hal
ini diartikan bahwa Perum Pegadaian mempunyai kewajiban menyimpan

- dan menjaga serta memelihara barang gadal dengan baik dan dengan
penuh kewajiban. Terhadap barang gadai yang memerlukan perawatan
tiap hari apabila barang gadai rusak meaka sesuai dengan ketentuan Pasal
13 (2) Aturan Dasar Pegadaian, pihak Perum Pegadaian tidak memberi
ganti rugi.

Menurut peneliti pasal ini dapat merugikan nasabah sebab Perum
Pegadajan sebagai pemegang secara fisik barang gadai maka ia harus
tetap menjaga barang gadai agar tidak turun harga dan untuk biaya
penyimpanan dan perawatan ditangung oleh nasabah. Berdasarkan hal
tlersebut maka perlu memperjelas adanya tanggung jawab yang lebih adil.
Perum Pegadaian seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan yang

telah dilakukan atau karena kesalahannya.

* Wawancara dengan Ibu Haroko Wakil Kepala Cabang Perum Pegadaian Ngupasan Yogyakarta
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Pada Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta semua
barang-barang milik nasabah yang dijaminkan diasuransikan yang
preminya dibebankan oleh nasabah pada saat menggadaikan barang.

Adapun pembayaran uang premi asuransi dibagi menjadi 4, antara
lain:

1. Golongan A terdiri dart

a. Kamn Rp 300

b. Kantong Rp 300

¢. Gudang Rp 500
2. Golongan B terdiri dari

a. Kantong Rp 1.500

b. Gudang Rp 3.000
2. Golongan C terdiri dari

a. Kantong Rp 3.000

b. Gudang Rp 5.000
4, Golongan D antara lain:

a. Kantong Rp 7.500

b. Gudang Rp 10.000

c¢. Untuk mobil 0,5% + UP minimal Rp 50.000

Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta memberikan ganti
rugi sebesar 125% dari harga taksiran dan berang tersebut akan menjadi
milik Perum Pegadaian. Apabila barang rusak atau hilang hanya sebagian
dari barang gadai maka ganti rugi akan dibenkan berdasarkan hanya

taksiran pada waktu itu dan yang diberi ganti rugi hanya terhadap barang
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yang hilang atau rusak. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Cabang

Perum Pegadaian Cabang Ngupasan Yogyakarta, jarang terjadi barang

\ yang digadaikan oleh nasabah rusak atau hilang pada saat ditebus dan

jarang terjadi penaksir melakukan kesalahan dalam menaksir barang

yang dijaminkan. Penaksir dalam menaksir suatu barang selalu berhati-

hati, sebab hal ini berpengaruh pada penentuan jumlah uang pinjaman.

Penaksir selalu memperhatikan harga pasar dalam menaksir suatu barang.
35

Berdasarkan penelitian pada nasabah, ada nasabah yang pernah

mengalami kerusakan pada barang jaminannya. Menurut nasabah, Perum

Pegadaian memberikan gantt rugi sebesar 125% dari harga barang yang

ditaksirkan, dan ganti rugi tersebut kurang memuaskan nasabah sebab
ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan pembelian barang tersebut dan
juga harga bila barang tersebut dijual. Ganti rugi 125% dihitung dari
tafsiran harga barang dan tidak berdasarkan harga pasar, sehingga sangat
dimungkinkan hasil tafsiran Perum Pegadaian jauh lebih kecil dan
tafsiran harga pasar. Hal ini akan menyebabkan kerugian bagi nasabah
i dan juga rasa tidak puas nasabah yang mengalami kejadian barang hilang
atau rusak.

Di dalam perjanjian, syarat tentang kesepakatan harus bebas,
artinya benar-benar atas kemauan sukarela dari para pihak, tidak ada
paksaan (dwang), kesesatan atau kekhilafan (dwaling) dan penipuan

(bedrog) seperti yang telah disyaratkan oleh Pasal 1321 KUHPerdata.

** Wawancara dengan Ibu Haroko, Wakil Kepala Cabang Perum Pegadaian Ngupasan, Yogyakarta
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Suatu perjanjian dikatakan tegjadi karena adanya suatu paksaan
apabila barang pihak yang mengadakan perjanjian -dipaksa untuk
memberikan persetujuan demi terlaksananya perjanjian. Paksaan yang
dimaksud di sini adalah paksaan yang berupa ancaman, paksaan rohani
dan paksaan jiwa bukan paksaan badan.

Sedangkan perbuatan dikatakan terjadi karena kekhilafan, apabila
salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dan apa yang
diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang
menjadi obyek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa diadakan
perjanjian itu. Kekhilafan yang terjadi harus sedemikian rupa schingga
apabila orang tersebut tidak khilaf maka ia tidak akan memberikan
persetujuan.

Suatu perbuatan dikatakan terjadi karena suatu penipuan apabila
salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dengan sengaja memberikan
keterangan palsu atau tidak benar, disertai dengan tipu muslihat sehingga
pihak lawannya akhirnya terpaksa menyetujui perjanjian tersebut.

Di dalam jurisprudensi, ada perkembangan yang menyebabkan
adanya ketidaksesuaian kehendak atau cacat kehendak, yaitu adanya
penyalahgunaan  keadaan (misbrutk  van  omstandigheden).
Penyalahgunaan keadaan ini di Indonesia belum diatur dalam suatu
peraturan perundang-undangan, tetapi dalam praktek dikenal sebagai

alasan untuk membatalkan perjanjian,
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Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila satu pihak dalam suatu
perjanjian berdasarkan keunggulannya dari pihak yang lain, melakukan
tekanan sedemikian rupa schingga pihak lain terpaksa menyetujuinya.
Penyalahgunaan keadaan menurut van Dunne, menyangkut keadaan-
keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yaitu menikmati keadaan
orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak
dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi
tidak bebas.

Dalam gambaran umum mengenai kondisi para pihak dalam
perjanjian gadai tersebut, maka secara nyata tidak perlu dibuktikan iagi
bahwa pihak Perum Pegadaian merupakan pihak yang berada dalam
posisi yang unggul, karena berhadapan dengan masyarakat yang sebagian
besar dari golongan-ekonomi lemah.

Selain suku bunga tinggi dan juga dalam penggantian terhadap
barang jaminan yang rusak atau musnah, Pel;um Pegadaian tidak
bertanggung jawab sebab nasabah pada waktu pelaksanaan perjanjian
kredit telah dibebankan premi asuransi. Sehingga apabila barang hilang
atau rusak selain karena force majeure maka pihak asuransilah yang akan
menggantinya atas dasar premi yang telah dibayar oleh nasabah.

Hal ini dapat dikatakan bahwa Perum Pegadaian mengabaikan hak
dan kewajiban nasabah antara lain pada waktu nasabah menyetujui hanya
taksiran yang diberikan oleh Perum Pegadaian yang pada umumnya

mereka hanya menerima begitu saja. Dengan menandatangani Surat
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Bukti Kredit (SBK). Dan yang ada hanyalah penckanan pada kewajiban
nasabah belaka, berupa pembayaran suku bunga dan juga pembebanan
premi asuransi, satu-satunya hak vang diberikan oleh Perum Pegadaian
kepada nasabah hanya bersifat umum, yaitu berupa memkmat: kredit
yang ia bertkan.

Diabaikannya hak dan kewajiban nasabah ditetapkan karena
disamping kurangnya pengetahuan nasabah tentang upaya yang sudah
dicantumkan di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) pihak Perum Pegadaian
menganggap bahwa para nasabah pada umumnya sudah mengetahw

tentang bagaimana beserta konsekuensinya.

Perjanjian gadai akan berakhir dengan dilunasinya uang pinjaman
beserta bunga pinjaman oleh nasabah. Dengan telah dilunasinya uang
pinjaman beserta bunga tersebut maka pihak nasabah berhak menerima
kembali barang yang menjadi jaminan.

Perjanjian gadai dapat diperpanjang dengan cara mengadakan
perjanjian gadai yang baru. Artinya apabila jangka waktu kredit telah
habis sedang nasabah tidak mempunyai vang yang cukup untuk menebus
barang yang digadaikan, maka nasabah diharuskan membayar bunganya
saja. Hal ini agar barang yang digadaikan tidak dilelang.

Prosedur pelunasan uang pinjaman ataupun pembayaran bunga di

Perum Pegadaian juga sederhana, yaitu:
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1) Nasabah menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) pada kasir untuk
dihitung sewa modalnya.
- Golongan A dikenakan sewa modal 1,25% per 15 hari maksimal 10%
dengan tenggang waktu pelunasan 4 bulan.
- Golongan B dikenakan sewa modal 1,5% per 15 hari maksimal 12%
| dengan tenggang waktu pelunasan 4 bulan.
- Golongan C dan D dikenakan sewa modal 1,75% per 15 hari
maksimal 14% dalam tenggang waktu pelunasan 4 bulan
Nasabah dapat memperpanjang kredit untuk jangka waktu yang sama.
2) Nasabah menyerahkan pembayaran uang pinjaman dan sewa modal
kepada kasir.
3) Kasir memberikan informasi kepada petugas penyimpan varang jaminan
mengenal pembayaran pelunasan.
4) Petugas penyimpan jaminan kemudian menyerabkan barang jaminan

kepada petugas pengeluar barang untuk diserahkan kepada nasabah.

ILL Perlindungan Hukum bagi Nasabah
Nasabah Perum Pegadaian memerlukan perlindungan hukum, yaitu
sebagai akibat dibuatnya perjanjian gadai dalam bentuk baku yang
mengabaikan kondisi nasabah. Melalui bentuk perjanjian baku, pihak Perum
Pegadaian mencantumkan syarat-syarat yang memberatkan nasabah, yaitu
tentang beban bunga yang tinggi disamping penggantian barang jaminan yang

musnah karena dicuri orang atau terbakar.




Menurut hemat penulis dalam hal kewajiban memikul kerugian,
penggantian barang jaminan yang musnah karena dicuri orang adalah berbeda
dengan penggantian barang jaminan yang musnah karena terbakar. Sebab hal
tersebut terjadi diluar kesalahan keduabelah pihak (overmacht). Sehingga
kerugian seyogyanya dipikul oleh kedua belah pihak.

Menghadapi permasalahan tersebut di atas, upaya-upaya perlindungan
hukum yang dapat diberikan kepada nasabah dikelompokkan kedalam dua
sifat perlindungan, adalah sebagai berikut:

(1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu bertujuan untuk
mencegah perselisihan antara Perum Pegadaian dengan nasabah;

(2) Perlindungan hukum secara represif, ditujukan pada upaya pemberian
periindungan hukum kepada nasabah, sehubungan dengan
kemungkinan terjadi sengketa di pengadilan yang ditimbulkan dalar-
perjanjian gadai, khususnya karena masalah kerugian nasabah pada

perjanjian gadai yang dibuat secara baku.

(1) Upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif

Dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang dengan
mewajibkan pihak Perum Pegadaian untuk memenuhi syarat syarat-syarat
yang harus diperhatikan dalam penyusunan perlindungan hukum yang
bersifat preventit ini merupakan upaya untuk mencari rumusan perjanjian
baku, yang selain dapat diterima oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian,

juga sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian. Khusus berkaitan dengan




77

perjanjian gadai, maka sebelum memberikan penawaran kepada pihak
nasabah, pihak Perum Pegadaian dapat diwajibkan untuk memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Perlindungan hukum preventif pada hakekatnya merupakan upaya
pembentukan undang-undang untuk mewajibkan pihak Perum Pegadaian
guna memberikan hak dan kewajiban nasabah. .Dengan demikian pihak
Perum Pegadaian wajib menyusun perjanjian (baku) gadai vang
memungkinkan pihak nasabah tidak dirugikan, yaitu dengan cara
mendasarkan penyusunan perjanjian baku pada pedoman yang ditetapkan
pada pmbentukan undang-undang. Suatu perjanjian baku dapat dikatakan
ideal apabila dalam penyusunannya memperhatikan asas-asas hukum
perjanjian. Namun tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa
sekalipun asas-asas hukum serjanjian itu dipenuhi.

Asas-asas yang patut dikemukakan dalam pembentukan undang-
undang ialah asas konsesualisme, asas kebebasan berkontrak, asas
mengikatnya undang-undang, dan asas itikad baik. Tentang hubungannya
asas-asas tersebut dalam penyusunan perjanjian baku, diuraikan sebagal
berikut:

1. Asas konsensualisme
Asas ini essensialia dari suatu perjanjian. Bagaimana pun asas ini
harus ada setiap perjanjian, termasuk perjanjian gadai yang dibuat secara
baku. Namun dalam kenyataannya, untuk menilai terjadinya kata sepakat

dalam perjanjian baru memang relatif sulit. Sebab semua syarat
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perjanjian umumnya telah secara baku ditetapkan secara sepihak. Pihak
nasabah hanya dihadapkan pada syarat-syarat perjanjian yang telah
dipersiapkan oleh Perum Pegadaian.

Menghadapi kenyataan tersebut, pihak Perum Pegadaian
hendaknya menyusun syarat-syaraf perjanjian yang memperhatikan
kepatutan. Hal ini agar menurut ukuran yang layak dan patut dapat
diasumsikan bahwa nasabah yang hendak mengadakan perjanjian dan
menyetujui syarat saja, dapat diartikan menerima syarat perjanjian.
Meskipun penyusunan perjanjian baku merupakan wewenang penuh dari
Perum Pegadaian, tapi pihak Perum Pegadaian tidak mengabaikan
kondisi dari pegadaian. Jika tidak, maka tujuan pemahaman perjanjian
baku untuk efisiensi waktu, biaya dan tenaga justru akan mendatangkan

masalah.

2. Asas kebebasan berkontrak

Dalam penyusunan surat-surat baku, pihak Perum Pegadaian
seharusnya tidak menyalahgunakan adanya asas kebebasan berkontrak.
Sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang
memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk dan isi dari
perjanjian yang akan dibuat. Asas ini sangat diperlukan karena pihak
Perum Pegadaian mempunyai keunggulan ekonomis dan psikologis
cenderung sewenang-wenang dalam penyusunan syarat-syarat perjanjian
baku. Yaitu mengabaikan kondisi yang sebenarnya. Kecenderungan

tersebut disebabkan masih adanya anggapan pada pihak Perum
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Pegadaian bahwa ketergantungan nasabah Perum Pegadaian akan

memaksa pihak nasabah untuk menerimanya.

. Asas kekuatan mengikatnva perjanjian

Pihak pegadaian perlu memahami asas kekuatan mengikatnya
perjanjian. Hal ini dikemukakan karena dari pihak Perum Pegadaian
masih ada kesan bahwa dengan ditandatangani perjanjian gadai maka
pihak nasabah dianggap tenkat mutlak. Nasabah yang menutup
perjanjian tidak dapat mengelak dapat melaksanakan perjanjian. Dalam
Pasal 1338 (1) KUHPerdata dikatakan bahwa semua perjanjian dibuat
secara sah Dberlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Dengan demikian hanya perjanjian yang sah saja yang
mengikat mutlak. Akibatnya, jika perjanjian tidak sah maka terbuka
kemungkinan untuk terjadinya pembatalan.

Meskipun dalam penyusunan perjanfian baku, pihak pegadaian
bebas menentukan syarat-syarat peranjian, dan berusaha sedapat
mungkin menguntungkan dirinya, namun syarat perjanjian yang dibuat
seharusnya tidak merugikan nasabah. Kalau pun pihak nasabah telah
menandatangani perjanjian ini, bukan jaminan bahwa nasabah mutlak
untuk melaksanakannya. Misalnya jika ternyata perjanjian tersebut tidak
sah, atau tidak dilaksanakan dengan baik, maka masih terbuka

kemungkinan bagi nasabah untuk minta pembatalan.

4, Asas itikad baik
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Asas ini ditetapkan oleh pembentuk undang-undang sebagai aturan
bagi pihak pegadaian dalam penyusunan perjanjian baku, termasuk di
sini ialaﬁ dalam perumusan perjanjian gadai, khususnya yang berkenaan
dengan pengaturan suku bunga. Masalah pengaturan suku bunga diambil
sebagai syarat untuk dijadikan sebagai indikator bagi perumusan
perjanjian gadai yang ideal. Karena pengaturan masalah suku bunga
merupakan titik sentral dalam perjanjian kredit. Dan juga berkenaan
dengan penggantian barang jaminan yang rusak atau musnah.

Pentingnya penyusunan perjanjian gadai untuk mendapatkan
perhatian, mengingat hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat
luas, khususnya masyarakat yang membutuhkan, berupa pemenuhan
kebutuhan pokek. Karenanya kondisi psikologis dan sosial ekonomis
nasabah perlu diperhatikan. Untuk itu secara kongkret perlu
dikemukakan bagaimana mervmuskan pengaturan suku bunga yang
baku.

Ketentuan HR tersebut mencerminkan suatu penerapan asas itikad
baik yang harus diindahkan dalam hal pelaksanaan perjanjian. Seperti
terkandung dalam Pasal 1338 (3} dan Pasal 1339 KUHPerdata. Hal ini dapat
dimengerti walaupun perjanjian kredit (gadai) tidak termasuk perjanjian
bernama, namun ia tetap tunduk pada Bab [ dan [I KUHPerdata sebagai
peraturan umum (Pasal 1319 KUHPerdata).

Oleh karena itu menurut hemat penulis, pencatuman syarat

perjanjian yang memungkinkan pegadaian untuk menentukan suku bunga
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dalam perjanjian gadai, seharusnya perlu dibuat dengan rumusan sebagai
berikut:

a. Pegadaian berhak menetapkan suku bunga yang dikehendaki.

b. Penetapan suku bunga tersebut tidak mengabaikan kondisi
nasabah dan jika tingginya suku bunga disebabkan tingginya
biaya operasional, maka yang demikian harus ditanggung
bersama antara Perum Pegadaian dengan nasabah.

Perumusan syarat perjanjian tentang penetapan suku bunga
demikian dapat dirasakan mendekati syarat perjanjian baku yang ideal.
Alasannya (1) karena syarat perjanjian tersebut dapat diterima berdasarkan
kepatutan, schingga pihak nasabah yang menghendakinya adakalanya
perjanjian gadai secara apriori dapat dianggap telah inemberikan
kesepakatan, artinya nasahah tidak dapat mengelak bahwa ia tidak
menghendaki perjanjian yang dibuat dengan syarat yang telah dinilainya
memberatkan. Sebagaimana diketahui berdasarkan tecri kepercayaan. Jika
terdapat perbedaan antara pernyataan nasabah dengan kehendaknya, maka
yang berlaku dan diterima 1alah syarat-syarat perjanjian yang secara
obyektif dapat dipercaya.

Dengan perumusan Syarat penefapan suku bunga dan juga
penggantian barang jaminan yang rusak atau musnah sebagaimana yang
penulis kemukakan di atas dapat dikatakan bahwa Perum Pegadaian telah
mengupayakan untuk dapat diterimanya syarat perjanjian tersebut oleh

nasabah tanpa cacat kehendak, yang berarti memenuhi tuntutan adanya asas
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konsensualisme. Pihak pegadaian juga dianggap tidak menyalahgunakan
asas kebebasan berkontrak, vyaitu dengan menyusun bentuk dan isi
perjanjian yang berdasarkan kepatutan. Dengan demikian asas kekuatan
mengikatnya perjanjian menjadi lebih terjamin. (2) Penyusunan syarat
perjanjian tentang penetapan suku bunga tersebut, tidak membuka peluang
bagi pegadaian untuk menafsirkan syarat pengaturan suku bunga yang
terlalu umum, yang dalam pelaksanaan perjanjian dapat menguntungkan
nasabah, secara implisit di sini Perum Pegadaian menunjukkan adanya
itikad baik dalam penyusunan maupun dalam ' pelaksanaan perjanjian

nantinva.

(2) Perlindungan hukum yang bersifat represif

Upaya perlindungan hukum secara represif ini dibutuhkan dalam
hal terjadi sengketa di pengadilan antara phak Perum Pegadaian dengan
pihak nasabah. Sengketa dapat terjadi jika pihak nasabah menolak untuk
memenuhi kewajibannya berupa membayar bunga pinjaman. Perlindungan
hukum terhadap nasabah yang tidak mau membayar bunga pinjaman dengan
alasan sangat memberatkan maupun penggantian barang yang rusak atau
musnah tidak seimbang. Dengan alasan tersebut dimungkinkan bagi nasabah
untuk mendapatkan perlindungan hukum karena tidak patutnya bunga yang
harus dibayar.

Perlindungan hukum yang bersifat represif bagi nasabah ini

dimungkinkan terjadi pada saat nasabah menghadapi masalah untuk
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memperoleh hak-haknya. Artinya seorang nasabah tidak mungkin begitu
saja meminta perlindungan hukum seperti pembatalan perjanjian tanpa ada
masalah seperti berainya pelaksanaan sebagai akibat keputusan atau
tindakan Perum Pegadaian yang sewenang-wenang yang merugikan
nasabah.

Permasalahan kongkret yang dapat timbul adalah jika pihak Perum
Pegadaian menetapkan suku bunga yang sewenang-wenang, dan pihak
nasabah menolak untuk memenuhi keputusan pihak pegadaian dan
mengenal ganti rugi atas barang gadai yang rusak atau musnah, maka
perlindungan hukum yang bersifat represif diberikan kepada nasabah pada
saat pihak Perum Pegadaian menggungat nasabah.

Dengan demikian persyaratan yang harus ada uituk mendalilkan
adanya cacat kehendak dalam perjanjian gadai dari pihak nasabah inilah
bahwa pihak Peruin Pegadaian mengerti atau seharusnya mengerti bahwva
dengan ditetapkannya suku bunga yang tinggi, akan memberatkan nasabah
dalam segi pelaksanaannya. Oleh karena itu meskipun ditimbulkan kesan
bahwa pihak nasabah sepakat, yaitu dengan menandatangani perjanjian
gadai, namun kata sepakatnya mengandung cacat kehendak.

Prasyarat tersebut kenyataannya terjadi pada perjanjian gadai, yaitu
pihak Perum Pegadaian telah menyalahgunakan keadaan pihak nasabah
yang membutuhkan kredit (uang) dengan membuat atau menyusun syarat
perjanjian yang mengabaikan Kondisi nasabah. Dengan keunggulan

ekonomis dan psikologis, Perum Pegadaian mengatur syarat perjanjian suku
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bunga dan ganti rugi atas barang gadai yang rusak atau musnah, ditafsirkan
secara luas sehingga merugikan nasabah.

Pihak npasabah vyang umumnya sudah merasa beruntung
memperoleh fasilitas kredit, menjadi kurang bersikap rasional pada syarat-
syarat perjanjian yang sebenamya dapat memberatkannya. Dengan demikian
maka alasan perlindungan hukum yang dapat diartikan pada nasabah
berhubungan dengan masalah terjadinya maupun pelaksanaannya perjanjian
gadai. Karena adanya penyalahgunaan keadaan, maka kehendak dari pthak
nasabah yang telah menandatangani perjanjian gadai dengan syarat-syarat
yang dapat memberatkannya, mengandung cacat kehendak. Sedangkan
perlindungan hukum yang bersangkutan dengan pelaksanaan perjanjian,
bersumber pada tidak dilaksarakannya perjanjian gadai oleh pihak Perum
Pegadaian dengan itikad buruk.

Dalam praktek terjadinya penyalahgunaan keadaan, dapat
dipengaruhi atas terjadainya pelaksanaan perjanjian yang tidak dilandasi
oleh itikad baik. Dengan terjadinya penyalahgunaan keadaan darnt pihak
Perum Pegadaian terhadap nasabah, yang menyebabkan pihak nasabah
menerima syarat-syarat perjanjian gadai tentang suku bunga dan penetapan
ganti rugi terhadap barang yang rusak atau musnah, ternyata membuka
peluang pada pihak Perum Pegadaian untuk melaksanakan perjanjian tanpa
dilandas itikad baik.

Dari uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya jika pihak

nasabah pegadaian keberatan terhadap keputusan pihak Perum Pegadaian
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tentang suku bunga yang memberatkan dan penetapan ganti rugi barang
yang rusak atau hilang. Jika pihak tersebut tidak mematuhi atau membayar
bunga yang ditetapkan itu, ada kemungkinan akan dipermasalahkan atau
digugat oleh pihak Perum Pegadaian, memaksa pihak nasabah untuk
membayamya. Dan dengan dasar perjanjian gadai yang telah ditandatangani
oleh nasabah.

Menghadapi gugatan dari pihak Perum Pegadaian untuk memaksa
nasabah mematuhi kewajibannya membayar suku bupga yang tinggi
maupun pihak nasabah yang kurang puas terhadap penetapan ganti rugi
parang. Hakim dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabah
pegadaian seperti berikut:

- Atas permintaan nasabah, hakim dapat membatalkan perjanjiannya.
Dalam hal ini nasabah dapat mendalilkan bahwa syarat perjanjian gadai
yang memberi kewenangan kepada Perum Pegadaian untuk menetapkan
suku bunga maupun nasabah yang menuntut pemenuhan ganti rugli yang
tidak seimbang itu disepakati oleh nasabah karena adanya
penyalahgunaan keadaan pihak Perum Pegadaian.

Permintaan pembatalan dari nasabah dapat dilakukan karena terjadinya
cacat kehendak (akibat penyalahgunaan keadaan). Yang berarti tidak
dipenuhinya syarat subyektif untuk sahnya perjanjian, khususnya
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 (1) KUHPerdata, yaitu

adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
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- Hakim dapat mengesgmpingkan keputusan pihak Perum Pegadaian

tentang suku bunga dan mengenai ganti rugi barang yang hilang atau
rusak, dengan pertimbangan bahwa Perum Pegadaian tidak
melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yang berarti bertentangan
dengan Pasal 1338 (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hakim selanjutnya
menafsirkan syarat peganjian gadai harus berdasarkan kepatutan.
Dilakukannya penafsiran berdasarkan keputusan terhadap perjanjian
gadai ini tidak jelas dari kajian teoritis tentang ittkad baik yang
umumnya menunjuk pada rasa kepatutan.
Penafsiran perjanjian berdasarkan kepatutan menurut hemat penulis
memang sudah sewajarnya ditetapkan pada syarat perjanjian gadai,
tentang penetapan suku bunga. Hal ini mengingat rumusannya sangat
luas dan ternyata dalam nelaksanaannya memberatkan nasabah. Jika
tidak dilakukan penafsiran demikian maka dari rumusan kata-kata
perjanjian, tingginya suku bunga yang diputuskan pihak Perum
Pegadaian tidak mempengaruhi perjanjian gadai yang telah disepakati
nasabah (dengan kehendak penerimaan yang cacat).

Namun jika mempertimbangkan rasa kepatutan, maka akan timbul
suatu penilaian, tidak sepantasnya kepada pihak nasabah harus dikenakan
suku bunga yang tinggi dan penetapan ganti rugi atas barang yang hilang
atau rusak yang cenderung merugikan pihak nasabah. Oleh karena itu syarat

pengaturan suku bunga maupun penetapan ganti rugi barang yang hilang
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atau rusak dapat dikesampingkan sehingga nasabah pegadaian yang berasal
dari golongan masyarakat ekonomi lemah maupun masyarakat yang
menggugat Perum Pegadaian tidak semestinya dikenakan suku bunga yang
memberatkannya daﬁ ganti rugi barang yang hilang atau rusak dan tidak

seimbang.
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BABY

KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian gadai antara Perum Pegadaian dan nasabah terjadi dengan adanya
kata sepakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya penerimaan oleh pihak
nasabah atas penawaran pihak Perum Pegadaian, vaitu dengan
ditandatanganinya perjanjian gadai. Walaupun kata sepakat itu terjadi,
namun adanya cacat kehendak yang disebabkan karena adanya
penyalahgunaan keadaan. Nasabah yang membutuhkan fasilitas kredit
(uang) terpaksa harus menyetujui syarat perjanjian gadai dari pihak Perum
Pegaduian yang memberatkan, yaitu selain tingginyﬁ suku bunga juga
penctapan ganti rugi atas barang gadai yang hilang atau rusak.

2. Oleh karena itu meskipun dalam perjanjian gadai telah terjadi kata sepakat,
namun sebenarnya hal itulah yang mendorong cacat kehendak dari pihak
nasabah. Pihak Perum Pegadaian telah melindungi dirinya terhadap
kerugian yang akan dideritanya dengan melimpahkan tanggung jawabnya
pada pihak asuransi untuk memberikan ganti rugi barang yang telah hilang
atau rusak. Berarti Perum Pegadaian tidak memenuhi ketentuan yang ada

dalam Pasal 1320 butir 1, yaitu adanya kata sepakat para pihak (tanpa cacat
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kehendak). Sehingga perjanjian yang dibuat dapat dituntut pembatalannya,
meskipun perjanjian gadai itu dapat dibatalkan, namun belum pernah adanya
tuntutan pembatalan perjanjian dari pihak nasabah, karena mengingat
sebagian besar latar belakang pendidikan dan pekerjaan nasabah yang tidak

memungkinkan untuk itu.

B. Saran

|. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam menghadapi masalah

terjadinya, kata sepakat dan cacat kehendak, maka perlu dimasukkan ajaran
entang penyalahgunaan keadaan kedalam suate ketentuan atau pengaturan
mendatang, vaitu sebagai penyebab terjadinya cacat kehendak bersama-
sama dengan cacat hukum di dalam KUHPerdata yang sekarang masih
berlaku.

Hal ini mengingat ajaran tentang perhindungan hukum terhadap nasabah

dalam perjanjian baku, disamping ajran itikad baik.

. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian

gadai, maka dapat dilakukan upaya-upaya:

a. Upaya preventif, yaitu mengganti rumusan yang ada dalam peraturan
gadai, baik mengenai suku bunga maupun ganti rugi terhadap barang
yang hilang atau rusak yang selama int cenderung merugikan nasabah,

yaitu dengan rumusan yang telah memenuhi rasa kepatutan.
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b. Upaya reprensif, vaitu atas permintaan nasabah hakim seyogyanya
membatalkan keputusan Perum Pegadaian yang cenderung memberatkan
seperti menetapkan ganti rugi yang harus ditanggung Perum Pegadaian
kepada nasabah. Dalam hal ini nasabah dapat mengendalikan bahwa
syarat perjanjian gadai itu merugikan dan disepakati oleh nasabah itu

terjadi karena penyalahgunaan keadaan Perum Pegadaian.
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